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GI'BERTTUR ITUSA TENGGARA TITUR

PERATURAIf GI'BERIfl'R I|USA TENGGARA TIMI'R
r{oMoR 12 TATTUN 2019

TENTANG

STANDARoPERASIoNALPRoSEDURADMINISTRASIPEMERINTAHAN

BIRoHUKUMSEKRETAzuATDAERAHPRoVINSINUSATENGGARATIMUR

DEI|GAN RAIIMAT TT'TIAIT YANG UAIIA ESA
GUBERNUR ITUSA TEIfGGARA TIUUR'

tenlmbalrg : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang

efektif dan efisien serta untuk meningkatkan kinerja

Aparatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya pada Biro

Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Gubernur , tentang Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan pada Biro Hukum Sekretariat

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali' Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

r6491;'

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 122, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 50381; r/l

Mengingat : l.

b.

2.

- - 

-L-



Menetaptan : PERATIIRAJI
OPERASIOITAL

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tamba}ran Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28

Tahun 2Ol7 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan

Pelaksanaan SlAndar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa

Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur Tahun 2Ol7 Nomor 271;

MEMUTUSKAN:

GUBERITUR TEI|TANG STANDAR

3.

4.

PROSEDUR ADMIITISTRASI
PETERINTAIIAN BIRO HUKUT SEXRST'ARIAT DATRAIT
PROVINSI I{USA TENGGARA TIUUR.

BAB I
KETEI|TUAIT T'TI'T

Bagian KcEatu

Peagertian

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

l Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

4. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

6. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa

\

Tenggara Timwr. S
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Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya

disingkat SOP AP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan

mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan

berupa aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan,

dimana dan oleh siapa dilakukan yang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Administrasi Pemerintahan adalah pengelolaan proses pelaksanaan tugas

dan fungsi Pemerintahan yang dijalankan oleh perangkat daerah.

Pelayanan Internal adalah pelayanan yang diberikan oleh sebuah unit

organisasi atau orang yang bekerja pada unit organisasi tersebut ke unit-

unit atau pegawai lain di dalam sebuah organisasi.

Pelayanan Eksternal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilaksanakan

oleh Perangkat Daerah yang ditujukan kepada masyarakat atau kepada

Instansi Pemerintah lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Format SOP AP adalah bentuk penuangan SOP AP berupa tulisan dan

diagram alir.

12. Verilikasi SOP AP adalah proses memeriksa kebenaran dan kesesuaian

SOP.

13. Tahap Kegiatan adalah langkah-langkah yang sistematis dalam

melaksanakan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil ke{a tertentu.

Diagram alur adalah gambar yang menjelaskan alur proses, prosedur atau

dokumen suatu kegiatan yang menggunakan simbol-simbol atau bentuk-

bentuk bidang, untuk mempermudah memperoleh informasi.

Unsur Dokumentasi adalah unsur dari Dokumen SOP AP yang berisi hal-

hal yang terkait dengan proses pendokumentasian SOP AP sebagai sebuah

dokumen.

Unsur Prosedur adalah bagian inti dari dokumen SOP AP.

Hasil Akhir adalah produk/output dari suatu pekerjaan yang dilalsanakan

berupa barang dan jasa.

Penyempumaan SOP AP adalah serangkaian kegiatan dalam rangka

meningkatkan kualitas SOP AP yaitu melengkapi, membuat,

menambah/mengurangi, men1rusun, dan mengevaluasi SOP AP.

Pelaksana adalah pegawai yang melaksanakan SOP AP dalam

pekeqaannya. Q

8.

9.

10.

I l.

t4.

15.

16.

17.

18.

19.



lqgtnn Kcdua

takaud daa Tqluaa

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan bagi Biro

Hukum dalam mengidentifikasi, merumuskan, mengatur, memonitor'

mengevaluasi serta mengembangkan SOP AP dalam penyelenggaraan

Pemerintahan baik penyelenggaraan internal mauPun eksternal sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi.

Pes.I 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah :

a. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh

seorang pegawai dalam melaksanakan tugas;

b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung

jawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan;

c. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;

d. memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang

pegawai dalam melaksanakan tugasnya;

e. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedur dalam

memberikan pelayanan;

f. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi waktu

maupun prosedur;

g. menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas; dan

h. meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Baglaa Kettgn

Rusng Ltagkup

Pasd 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas :

a. judulSOPAP;

b. monitoring dan Evaluasi;

c. pembinaan; dan

d,. oembiavaan. &-.a
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BAB II
JT'DUL SOP

Pasal 5

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan SOP AP Biro Hukum.

(2) Jenis SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. SOP Penanganan Surat Masuk di Biro Hukum;

b. SOP Penanganan Surat Keluar di Biro Hukum;

c. SOP Penanganan Nota Dinas di Biro Hukum;

d. SOP Pengajuan TOR Perjalanan Dinas di Biro Hukum;

e. SOP Penerbitan Surat pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala PNS di Biro

Hukum;

f. SOP Pengajuan Surat Usulan Kenaikan Pangkat PNS di Biro Hukum;

g. SOP Pengajuan Surat Usulan Pensiun PNS di Biro Hukum;

h. SOP Pengajuan Surat Usulan Cuti PNS di Biro Hukum;

i. SOP Penyusunan l,aporan Bulanan, Triwulan, Semester di Biro Hukum;

j. SOP Penyusunan Laporan Tahunan di Biro Hukum;

k. SOP Penyusunan Rencana Trategis (RENSTRA) di Biro Hukum;

l. SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) di Biro Hukum;

m. SOP Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) di Biro Hukum;

n. SOP Pembuatan TOR dan RAB di Biro Hukum;

o. SOP Pengajuan SPP GU/TU/LS di Biro Hukum;

p. SOP Pengajuan SPP UP (Uang Persediaan) di Biro Hukum;

q. SOP Pengajuan SPM UP/GU/TU/LS di Biro Hukum;

r. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Biro

Hukum;

s. SOP Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungiawaban (LKPJ) di

Biro Hukum;

t. SOP Penyusunan Laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah

(LPPD) di Biro Hukum;

u. SOP Fasilitasi dan Evaluasi Ranperda, Fasilitasi Rancangan Peraturan

Bupati/Walikota dan Fasilitasi Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota;

v. SOP Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan

Bupati/Walikota dan Peraturan DPRD Kabupaten lKota;
w. SOP Pemberian Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota;

x. SOP Harmonisasi Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;

y. SOP Koordinasi Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan

Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi; 4l
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z. SOP Proses Permohonan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah;

aa. SOP Proses Penetapan, Penomoran dan Pengundangan Peraturan

Daerah;

bb. SOP Kaji Ulang Peraturan Daerah;

cc. SOP Koordinasi Penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;

dd. SOP Dokumentasi Hukum;

ee. SOP Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan;

If. SOP Pelayanan Bantuan Hukum di Luar Pengadilan;

gg. SOP Diseminasi Pembentukan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi

Manusia;

hh. SOP Pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat di

Kabupaten/Kota;

ii. SOP Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia;

ij. SOP Harmonisasi Peraturan Daerah;

kk. SOP Penyuluhan Hukum Elektronik;

11. SOP Penyuluhan Hukum; dan

mm.SOP Pembinaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di

Tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota.

(3) Jenis SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adafah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagran yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
UOITIT{)RIITG DAI| E|I'ALUASI

Pasal 6

Monitoring dan Evaluasi berupa monitoring dan evaluasi kebijakan.

Pasd 7

(l) Dalam rangka menjamin mutu pelayanan yang pelaksanaannya sesuai

dengan SOP AP, monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara berkala

sekurang-kurangnya I (satu) kali dalam I (satu) tahun'

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

dilaksanakan oleh Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum

Kabupaten/Kota pada BirolHwlcum. &

o



BAB ry
PEUBIAYAAX

Pasal 8

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Biro Hukum.

BAB V

NSIENTUAI| PEITUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, seluruh ketentuan dan

l,ampiran yang berkaitan dengan Biro Hukum yang diatur dalam Peraturan

Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standard

Operasional Prosedur di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 028)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 1()

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan yang diatur

dalam Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal lL Ags&s 2Ol9 

ll

bGUBERNUR 
NUSI 

ffiNGGARA 
TIMUR/

\IT
" 
VTKT('R BUNGTILU L/USKODAT

a

Diundangkan di Kupang
pada tanggal l0 &urtvt 2019

SEKRETARIS DAERAH

4 pnovrlsr wu TENGGARA TIMUR,/

\nrnou
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR {3

FOLO MAJNG
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LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGAM TIMUR
NOMOR :X1 TAHUN2019
TANGGAL : ' ll \Ets\us 2019

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO HUKUM
BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA
Penanganan Surat MasukE Blro Hukum

1 . Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 teniang Grand Design Reformasi 2O1O-2O25.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Peneraoan Standar ODerasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur Nusa Tonggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 20'17 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenoqara Timur Tal\ao ll fahun 2O18-2022.

1. Pendidikan minlmal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

1. ATK.

2. Buku Agenda Surat Masuk.

pengelolaan administrasi surat masuk terlambat maka akan berdampak pada terlambatnya Pada Buku Agenda Surat Masuk.

E Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganPengadministragi
Umum

Kepala Biro
Hukum

Kepala Bagian
Kepala Sub

Bagian
Kelengkapan Waktu Output

2 3 4 5 6 7 I o 10
1 Menerima surat masuk, mengagendakan

surat dalam buku agenda surat masuk,
memasang lembar disposisi dan meneruskan
kepada Kepala Biro Hukum.

Buku Agenda Surat
masuk dan lembar
disposisi

5 menit Surat masuk dan
lembar Disposisi

2. fulenelaah, mendisposisi surat masuk dan
memberikan petunjuk kepada Kabag yang
dituju untuk tindaklanjut dan dikembalikan ke
pengadministrasi umum.

Surat masuk dan
lembar Disposisi

10 menit Surat masuk dan
Disposisi

3. Mencatat disposisi karo dan meneruskan ke
kabag yang dituju. t: Surat masuk dan

Disposisi
5 menit Surat masuk dan

Disposisi

Menelaah dan mendisposisi surat kepada
kasubag untuk ditindaklaniuti dan
dikembalikan ke pengadministrasi umum.

Surat masuk dan
Disposisi

10 menit Surat masuk dan
Disposisi

5. Mencatat disposisi kabag dan meneruskan
ke kasubag yang dituju. -f Surat masuk dan

Disposisi
5 menit Surat masuk dan

6 Menindaklanjuti disposisi kabag terkait surat
masuk dan mendokumentasikan. ___t_.,

L:fU
Surat masuk dan
Disposisi

l Jam Dokumen
Tindaklanjut, bukti
dokumentasi

I

I

I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO HUKUM
BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA

, Kepata Etro FtuKum 
^ /lf Setda Provinsi Nusa Tenggara fimur. (

NtP. '19670828 '199510 1 001
Penanganan Surat Keluar di Biro Hukum

Dasar Hukum Kualifikasi
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2O1O tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 20.12 tentang pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional prosedur Administrasi
Pemerintahan.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1g Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan pemerintah provinsi NTT.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentano
Petunjuk Teknis Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan pemerintah provinsi Nusa T
Timur.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 201g tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap ll

1. Pendidikan minimal SLTA.

2. Menguasai Tata Naskah Dinas.
3. Menguasai Komputer.

1. Komputer.

2. ATK.
3. Buku Agenda Surat Keluar.

Pencatatan dan
la surat keluar tidak diproses sesuai SOP maka akan berdampak paoa 1. Pada Agenda Surat Keluar.

2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.



No. Tahap Kegiatan

Mutu Baku

KeteranganKasubag Pengadministrasi
Umum

Kabag
Kepala Biro

Hukum
Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 6 I 9 10 11
1. Memerintahkan pengadministrasi umum untuk

menyiapkan bahan kelengkapan surat keluar dan
menyerahkan kepada kasubag. F,'nl

Disposisi Surat
masuk/petunjuk
atasan

5 menit Disposisi Surat
masuldpetunjuk
atasan

2. Menyiapkan bahan kelengkapan surat keluar,
menyusun konsep surat keluar dan menyerahkan
kepada Kasubag.

Disposisi Surat
masuKpetunjuk
atasan

30 menit Bahan kelengkapan
surat keluar dan
konsep surat keluar

YA

3. Mengoreksi konsep surat keluaf. Apabila setuju,l
memaraf dan disampaikan kepada Kabag.
Apabila tidak setuju dikembalikan kepada
pengadministrasi umum untuk memperbaiki.

ta|( Bahan
kelengkapan surat
keluar dan konsep
sural keluar

20 Menit Konsep surat keluar

j Mengoreksi konsep surat keluar. Apabila setuju,
memaraf dan disampaikan kepada Kepala Biro.l
Apabila tidak setuju dikembatikan kepadai
Kasubag untuk memperbaiki.

Tidak YA

Konsep surat
keluar

20 menit Draf surat keluar

5. Menelaah dan mengoreksi draf surat keluar.
Apabila setuju, diparaf dan diteruskan kepada
Pengadministrasi umum dan apabila tidak setuju
dikembalikan kepada kabag untuk diperbaiki.

Tid iKl Draf surat keluar '10 menit Surat keluar

6. Mengagendakan, mendistribusikan dan
mengarsipkan. r-l---\

I selesai 
I

Surat keluar 10 menit Surat keluar dan
dokumentasi

I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO HUKUM

BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA

Nomor SOP
Tanqqal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanqqal Efektif
Disahkan oleh

Alexo Lumba, Sl-1, Mllum
NtP. 19670828 199510 1 00'l

Judul SOP Penanganan Nota Dinas di Biro HukuJn

Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

10 tentang Gnnd Design Reformasi

Birokrasi 2010-2025.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan.
Peraturan Gubemur NTT Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah

Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur'
Peraluran Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map

Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap ll Tahun 2018

2022.

4.

5.

1.

z.
Penoioixan minimal SLTA.
Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan :

SOP Penanganan Surat Masuk. 1. Alat Tulis Kantor.
2. Komputer.
3. Buku Agenda Surat Masuk.
4. Printer.

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apatila lttota D'nas Kepala Biro terlambat diproses akan berdampak pada penyampaian

informasi sesuai isi nota dinas.
1 Pada agenda Surat Keluar.

2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKepala
Bagian

Kepala Sub
Baglan

Pelaksana Sub
Bagian

Kepala Biro
Hukum

Kelengkapan Waktu Output

2 3 4 5 6 I 9 10

1. Menugaskan Kasubag untuk
menyiapkan Konsep Nota Dinas. w

Surat Masuk,
Disposisi, Petunjuk

10 menit Disposisi, petunjuk,
penugasan

2. Menugaskan pejabat pelaksana untuk
menyusun konsep Nota Dinas dan
menyiapkan kelengkapan bahan nota
ornas.

Surat Masuk,
Disposisi, Petunjuk

10 menit Disposisi, petunjuk,
penugasan

3. Menyusun dan menyiapkan konsep
Nota Dinas beserta kelengkapan
bahan nota dinas.

Surat lVasuk,
Disposisi, Petunjuk

1 jam Konsep Nota Dinas &
bahan kelengkapan nota
ornas

A Menalaah, mengoreksi, memaraf dan
mengajukan konsep Nota Dinas
kepada kepala bagian.

'Iidak

Konsep Nota Dinas 10 menit Konsep Nota Dinas

5. Menalaah, mengoreksi, memaraf dan
mengajukan konsep Nota Dinas
keoada keDala biro.

Tidal
Konsep Nota Dinas 10 menit Konsep Nota Dinas

C
6. Menelaah, mengoreksi dan

menandatangani Nota Dinas.
Konsep Nota Dinas 10 menit Nota Dinas

7. Mengirimkan dan mengarsipkan nota
dinas. _[

I setesai I

Nota Dinas 5 menit Nota Dinas dan bukti
dokumentasi

r

I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO HUKUM
BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepala Biro Hukum

I{ Setda Provinsi Nusa Tengjara Timur, /y'

Alexorf Lumba, SH, M.Hum
NtP. 19670828 199510 1 001

Judul SOP Pengajuan TOR Perjalanan Dinas di Biro Hukum

Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

I I . Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentan g Gnnd Design Reformasi
I Birokrasi20'10-2025.

12. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dan
I PenerapanStandarOperasional prosedurAdministrasipemerintahan.

| 3. Peraturan Gubemur NTT Nomor 1g rahun 2011 tentang pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah provinsi NTT.

4. Peraturan Gubemur NTT Nomor 32 Tahun 2013 tentang perjalanan Dinas Luar Daerah Bagi
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DpRD pNsD, pegawairidak retap Daerah dan Tenaga
Sipil Lainnya.

5. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 20'17 tentang petunjuk reknis penyusunan dan
Pslaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan pemerintah
Provinsi NTT.

6. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 20 r B tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah provinsr Nusa Tenggara Timur Tahap ll Tahu lr ZOlg_2O22.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Kcterkaitan: Perqlqlan/Perleng kapan :
1. SOP penanganan Nota Dinas.
2. soP Penerbitan sPT/sppD pejabat Eseton l, pejabat Eselon lv, pejabat petaksana Khusus dan

Pejabat Fungsional Umum di Lingkungan Sekretariat Daerah.

1. ATK.
2. Komputer.
3. Buku Agenda Surat Keluar SPT dan SPPD.
4. Telepon.
5. Printer.

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan :
Apabila pengajuan TOR perjalanan dinas tiCai
penerbitan SPT dan SPPD.

1. Buku Jaga Perjalanan Dinas.

2 Disimpan sebagai data elektronik dan manual.



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan
Bendahara

Kepala Sub
Bagian TU

Kabag
Kepala Biro

Hukum
Kelengkapan Waktu Output

I 2 3 4 5 6 7 I I 10

L Membuat konsep TOR perjalanan dinas kemudian
menyampaikan ke kasubag.

Disposisi, agenda
kerja

30 menit Konsep TOR
perjalanan dinas

2. Memeriksa dan memaraf TOR perjalanan dinas
yang diajukan. Apabila setuju memaraf dan
diteruskan kepada Kabag, Apabila tidak setuju
dikembalikan kepada Bendahara.

Konsep TOR
perjalanan dinas

5 menit Konsep TOR
perjalanan dinas

3. Memeriksa dan memaraf TOR perjalanan dinas
yang diajukan.Apabila setuju memaraf dan
diteruskan kepada Kepala Biro, Apabila tidak setuju
dikembalikan kepada Kabag.

Tidak
Konsep TOR
perjalanan dinas

5 menit Konsep TOR
perjalanan dinas

Ya

4. Menelaah, mengoreksi dan menandatangani TOR
perjalanan dinas yang diajukan.

t,0".. 
I

Konsep TOR
perjalanan dinas

10 menit TOR perjalanan
dinas

q Penyerahan TOR perjalanan dinas kepada ASN
yang ditugaskan ,'t.

I seresai 
I

TOR perjalanan
dinas

5 menit TOR peqalanan
dinas

I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO HUKUM
BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanqqal Efektif
Disahkan oleh

NtP. 19670828 199510 1 001

Judul SOP Penerbitan Surat Pemberftahuan Kenaikan Gaii Berkala Pegawai
Neqeri Sipil di Blro Hukum

Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1.

2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20t4 tentang ApaEtuisipi Sara.
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Kedelapan Belas Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang peraturan Gaji pegawai Negeri
5tD .

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 fent ang Grand Design Reformasi Birokrasi
20'10-2025.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan
dan Penerapan Standar Opersional Prosedur Administrasi pemerintahan.

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur.
Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional prosedur Administarsi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 201B tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timuf Tahap ll Tahun 2018-
2022.

4.

7.

1. Pendidikan minimal SLTA

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.
2. SOP Penanganan Surat l\rasuk.

1. ATK.
2. Komputer.

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan :

1. Apabila Surat Kenaikan Gaji Berkala Tertambat diterbitkan maka akan berdampak pada
terlambatnya PNS yang bersangkutan mendapatkan hak gaji sesuai penetapan terbaru.

2. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala diterima oleh Biro Keuangan paling lambat 1

bulan sebelum jatuh tempo kenaikan gaji berkala pegawai.

Buku Jaga Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala.
Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

1.



No, Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKabag Binwas PHD
Kab/Kota

Kepala Sub
Bagian TU

Pengelola
Kepegawaian

Kepala Biro
Hukum

Kelengkapan Waktu 0utput

1 2 3 4 5 6 7 I I 10
1 Menugaskan Kasubag TU untuk menginventarisir

dan memproses PNS yang telah memenuhi
syarat waktu untuk Kenaikan Gaji Berkala. ry

Pedoman Peraturan
Perundang-undangan

15 menit Penugasan

2. Menugaskan pengelola kepegawaian untuk
menginventarisir data PNS yang memenuhi syarat
kenaikan gajiberkala dan menyusun konsep surat
pemberitahuan kenaikan gaji berkala.

Pedoman Peraturan
Perundang-undangan
dan penugasan

30 menit Penugasan,
arahan dan
petunjuk

c. Menginventarisir data PNS yang memenuhi syarat
kenaikan gaji berkala kemudian menyusun
konsep Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji
Berkala (PKGB) dan menyampaikan kepada
kasubag.

Penugasan, arahan dan
petunjuk

2 Jam Konsep Surat
PKGB dan syarat
kelengkapan

4. Memeriksa konsep Surat Pemberitahuan
Kenaikan Gaji berkala beserta kelengkapan
administrasi lainnya dan membubuhkan paraf

YA
Tidak

Konsep Surat PKGB
dan syarat kelengkapan

10 menit Konsep Surat
PKGB dan syarat
kelengkapan

6 Memeriksa konsep Surat Pemberitahuan
Kenaikan Gaji berkala beserta kelengkapan
administrasi dan membubuhkan paraf

I lo.1 K Konsep Surat PKGB
dan syarat kelengkapan

10 menit Konsep Surat
PKGB dan syarat
kelengkapan

o. Memeriksa konsep Surat Pemberitahuan
Kenaikan Gaji berkala beserta kelengkapan
administrasi dan menandatangani

Konsep Surat PKGB
dan syarat kelengkapan

10 menit Surat
Pemberitahuan
Kenaikan Gaji
Berkala (PKGB)

7 Membubuhkan Cap dan mengirim Sural
Pemberitahuan Kenaikan Gaji berkala kepada
Kepala Biro Keuangan dan PNS yang
bersangkutan serta mengarsipkan.

,--r
L .","*:J

Surat Pemberitahuan
Kenaikan Gaji Berkala
(PKGB)

l jam Surat
Pemberitahuan
Kenaikan Gaji
Berkala (PKGB)



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO HUKUM
BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tansqal Revisi
Tanqoal Efektif
Disahkan oleh Kepala Biro Hukum

I SetOa Provinsi Nusa Tengg araTimur,/

Judul SOP Pengajuan surat usulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri
Sipildi Biro Hukum

Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1.

2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap ll Tahun 2018-2022.

?

4.

6

6.

7

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. MenguasaiTata Naskah Dinas.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.
2. SOP Penanganan Surat Masuk.

1. ATK.
2. Komputer/Printer.

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Apabila penyampaian kelengkapan administrasi usulan kenaikan pangkat terlambat diajukan
maka akan berdampak pada tertunda periode kenaikan pangkat ASN yang bersangkutan.

2. Kelengkapan administrasi usulan kenaikan pangkat diterima oleh BKD paling lambat 3 bulan
sebelum periode kenaikan pangkat pegawai.

1. Buku jaga kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

19670828 199510 1 001



No.

I

Tahap Kegiatan

2

Mutu Baku

Keterangan
Kepala Biro

Hukum
Kabag Binwas
PHD Kab/Kota

Kepala Sub
Bagian TU

Pengelola
Kepegawaiar Kelengkapan Waktu Output

1. Menelaahoanm@
Usulan Kenaikan pangkat pegawai.

L 4 6 , I 9 10qil Surat Edaran 15 Nilenit Surat Edaran dan
Disposisi

Terkait SOP
Penanganan
Surat Masuk2. Menetaah oispos@

Kasubag untuk menyiapkan Usulan Kenaikan
Pangkat Pegawai. ft- Surat Edaran dan

Disposisi
10 l\4enit Surat Edaran,

Disposisi dan
petunjuk3. Menetaah oisposisi xepar--Ei6- o-i-iEieElEi

pengelola kepegawaian menyiapkan administrasi
usulan kenaikan pangkat bagiASN pada Biro Hukum.

Menvt tst rn kAn.a^ .,,"^r,,-..i::--;:::;::--=-:-:

0
Ir-

Surat Edaran,
Disposisi dan
pelunjuk

10 Menit Surat Edaran,
Disposisi dan

Petunjuk

lrsertai rampiran r."bngr"p"n;Jll::""-ff:ill]
cangkatAsN. 

I

Surat Edaran,
Disposisi dan
pelunjuk

2 Jam Konsep surat usulan
kenaikan pangkat dan
lampiran berkas ASN

5lMemeriksato@
ldan lampiran berkas ASN. Apabita seruju, mem;ra,
loan 

menyampaikan ke kabag. Apab a tidak setuju,
ldikembatikan untuk diperbaiki.

Iidak

Konsep surat
usulan kenaikan
pangkat dan
lampiran berk€s
ASN

20 Menit Konsep surat usulan
kenaikan pangkat dan
lampiran berkas ASN

6. l\remeriksa L.'"".^ ", -J ,lllili
dan tampiran berkas ASN. 

^r"rd"j:il::#;:H;oan menyampaikan kepada kepala biro. Apabila tidak
setuju, dikembalikan untuk diperbaiki.

Tidak

Konsep surat
usulan kenaikan
pangkat dan
lampiran berkas
ASN

20 lvlenit Konsep surat usulan
kenaikan pangkat dan
lampiran berkas ASN

7. Memeriksa t onsep -urat-IiliEi-GiZ'fiEi-ffiili
qan tampiran berkas ASN. Apabita setuju.
menandatangani dan diproses lebih lanjut ol;h
pengelola kepegawaian. Apabila tidak setuju,
dikembalikan untuk dioerbaiki

Konsep surat
usulan kenaikan
pangkat dan
lampiran berkas
ASN

20 Menit Surat usulan kenaikan
pangkat dan lampiran
berkas ASN

L rvrtrrrproses surat usulan kenaikan pangkat ASN ke
BKD dan mengarsipkan. Surat usulan

kenaikan pangkat
dan lampiran
bertas ASN

l Jam Surat usulan kenaikan
pangkat dan lampiran
berkas ASN

4

I

t--



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO HUKUM
BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PRODUK HUKUM KABUPATEN'KOTA

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Keoala Biro Hukum

4 Setda Provinsi Nusa Tenggara fimur, r2

NtP. 19570828 199510 1 001

Judul SOP Pengajuan surat usulan pensiun Pegawai Negeri Sipil
di Biro Hukum

Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Presiden Nomor 8'1 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-

2025.
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 fahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 lentang Pedoman Tata
Naskah Dinas Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Adminislrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap ll Tahun 2O18-2o22.

Pendidikan minimal SLTA.
Menguasai Tata Naskah Dinas.

1.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.
2. SOP Penanganan Surat Masuk.

1. ATK.
2. Komputer/Printer.
3. Buku Agenda Surat Keluar.

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Apabila Penyampaian Kelengkapan Administrasi Usulan Pensiun Pegawai terlambat maka
akan berdampak pada tertundanya hak pensiun Pegawai yang bersangkutan.

2. Kelengkapan administrasi usulan pensiun diterima oleh BKD paling lambat 6 bulan sebelum
jatuh tempo pensiun pegawai

1. Buku jaga pensiun pegawai.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket6ranganKabag Binwas
PHD KAb/KOIA

Kepala Sub
Bagian TU

Pengelola
Kepegawaian

Kepala Biro
tlukum

Kelengkapan WaKu Output

1 2 4 6 8 9 10

1. Menugaskan Kasubag untuk menginventarisir dan

memproses ASN pada Biro Hukum yang telah

memenuhr syarat waktu untuk Pensiun w Agenda kerla 15 Menit Disposisi/penugasan

2. Menugaskan pengelola kepegawaian menyiaPkan

administrasi usulan pensiun bagi ASN pada Biro

Hukum.

--Jl-l-
Disposisi/penugasan 10 Menit Disposisi/penugasan

5. Menyusun konsep surat usulan pensiun disertai

lampiran kelengkapan/berkas pensiun ASN dan

disampaikan kePada kasubag.

Disposisi/penugasan 2 Jam Konsep surat usulan
pensiun dan lampiran
berkas ASN

Memeriksa konsep surat usulan pensiun dan

lampiran berkas ASN. Apabila setuju, mqJnaraf dan

menyampaikan ke kabag. Apabila tidak setuju'

dikembalikan untuk diperbaiki.

I
Tidak

Konsep surat usulan
pensiun dan lampiran
berkas ASN

20 lvlenit Konsep surat usulan
pensiun dan lampiran
berkas ASN

5. Memeriksa konsep surat usulan pensiun dan

lampiran berkas ASN. Apabila setuju, memaraf dan

menyampaikan kepada kepala biro. Apabila tidak

setuju, dikembalikan untuk diperbaiki.

Konsep surat usulan
pensiun dan lampiran
berkas ASN

20 Menit Konsep surat usulan
pensiun dan lampifan
berkas ASN

Tidak

6. Memeriksa konsep surat usulan pensiun dan

lampiran berkas ASN. Apabila setulu'

menandatangani dan diproses lebih lanjut oleh

pengelola kepegawaian. Apabila tidak setuju,

dikembalikan untuk diperbaiki.

Konsep surat usulan
pensiun dan lampiran
bert(as ASN

20 lilenit Surat usulan pensiun
dan lampiran berkas
ASN

Tidak

)
7. Memproses surat usulan pensiun ASN ke BKD dan

mengarsrpKan.

Surat usulan pensiun
dan lampiran berkas
ASN

1 Jam Surat usulan pensiun
dan lampiran berkas
ASN

I

I

I

I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO HUKUM
BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepala Biro Hukum

kSetda Provinsi Nusa Tenggara fimur,p

//'1/
Alexon {-umba. SH. M.Hum
NlP. 19670828 1995101 001

Judul SOP Pengajuan surat usulan cuti Pegawai Negeri
Sipil qi Biro Hukum

)asar Hukum :
I I l^,1-^^ ,,^,.1^^^ r Kualifikasi pelaksana :

4.

o.

7.

v.vo,,s-ur rJdr rg rtur er c tanun zut4 tentang Aparatur Sipil Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kederapan beras atas
Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturan Gaji pegawai Negeri sipir.
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tenta ng Gnnd Design Reformasi Birokrasi 2010.
2025,
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional prosedur Admnistrasi pemerintahan.
Peraruran Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 1g rahun 2011 tentang pedoman Tata
Naskah Dinas Lingkungan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur.
Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 2g rahun 2017 tentang petuniuk reknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrali pemerintanan oi i

Lingkungan Pemerintahan provinsi Nusa Tenggara Timur. 
I

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2o1g tentanq Road Mao I

Reformasi Birokrqsi Pemerintah Provinsi Nusa Tenqoara Timur Tahao ll-T"h,,., zo.eon , I

1.

2.
Pendidikan minimal SLTA.
Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan:
Peralatan/Perlengkapan

1 sr rqr rgdr tdt I outat nelual.
2. SOP Penanganan Surat Masuk.

1.

2.
3.

ATK.
Komputer/Printer.
Buku Agendq Surat Keluar.rlrl rrrgartar| ;

Apabila pengajuan
pelanggaran regulasi.

Pencatatan dan Pendataan :

1. Buku kontrol cuti pegawai.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manqa!.



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganPengelola
Kepegawaian

Kepala Sub
Bagian TU

Kelengkapan Waktu Output

I 2 3 4 5 6 7 I
1. Menerima Permohonan Cuti Pegawai yang telah mendapat

persetujuan pejabat satu tingkat dan pejabat dua tingkat
diatasnya,melakukan verifikasi jenis dan sisa cuti pemohon
dan menyampaikan hasil verifikasi kepada kasubag.

Permohonan
Cuti

30 menit Permohonan
Cuti, lembar
disposisi

2. Menelaah hasil verifikasijenis dan sisa cuti pemohon. Apabila
sisa cuti yang bersangkutan telah habis, dikembalikan kepada
pemohon melalui pengelola kepegawaian. Apabila sisa cuti
yang bersangkutan masih ada, memerintahkan pengelola
kepegawaian untuk memproses surat usulan cuti ke BKD.

Permohonan
Cuti,lembar
disposisi

10 menit Permohonan
Cuti, disposisi

3. Memproses surat usulan cuti ke BKD,mengambil Surat lzin Cuti
di BKD, menggandakan untuk arsip dan menyampaikan Asli
Surat lzin Cuti kepada ASN yang mengajukan permohonan
Cuti.

Permohonan
Cuti, disposisi

1 Jam Surat usulan
cutiASN



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO HUKUM
BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh

NtP. 19670828 199510 1 001
Judul SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester di Biro

Huku m

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2O1O-2O25.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 201 1 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahao fl fahun 2018-2022.

1. Pendidikan minimal S1.
Memahami sistematika penyusunan laporan.
Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :

1.
2.

SOP Penanganan Surat Keluar.
SOP Penanganan Surat Masuk.

,I. ATK.
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan laporan Bulanan, Triwulan,
dan Semester tidak dipatuhi maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu
penvam0aian laporan.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.

1.



M6ifGskan-gaskan K"subag Tata LJsaha

mempersiaPkan konseP laPoran'

lrren"cffin.:naan, Evaluasi

Petaplran untuk mengumpulkan bahan atau

dukung penyusunan laporan dan menyusun

laporan.

Meno"mp"lka" bahan atau data dukung kemudlan

rn"niurun konsep laporan dan menyampalkan

keoada kasubag Tata Usaha

rr,re66iGl--[onsep--raporan'litta setuju

menyamPaikan kepada kabag'',n" tl9"*^..::li'-l
fi;;;i;;; kepada analis pirencanaan' evaluasi

dan pelaPoran untuk diPerbaiki'

ffi laporan Jika s

menyampaikan kepada Kepala Bit: HYIT;1'l'"

""iri, ilr,"tu"rii"n kepada Kasubag TU

diperbaiki.

Memenksa draft laporan Jika setuju menandatanganl

i"n tn"nv"t"nr"n kepada Kabag Jika tidak. setuju

r"ng"mUafifan f,"paJa Kabag untuk diperbaiki

M6yeEhliilapor.n Lepada Kasubag TU

Me"vetah6 laPor"n kepada analis perencanaan'

.uatuasi dan petaporan untuk didokumentasikan

Mr-nd,stribGkan dan Mendokumentasikan Laporan'

-- 

Lt.rtu g"ku

Keterangan

Tahap Kegiatan WaKu OutputKepala
Sub.Bagian
Tat3 Usahe

Analis
Per€ncanaan,
Evaluasi dan

Pelaporan

Kepala Biro
Hukum

KelengkaPan

15 menit4 o
Disposisi

1.

v.

ffi;-l\---1.---"-/

Agenqa 
^erld

Disposisi 15 menit Disposisi

Disposisi 3 han Bahan laporan,
disposisi3.

k
Bahan lapofan,
disposisi

1 lam Konsep laporan,
disposisi

r
Tid

4.

Konsep laporan,
disposisi

1 jam Draf laporan,
disposisiTidak

5.

1 jam Laporan, disposisi

-l idak

Draf laporan

6.

Laporan, disPosisi 10 menrt Laporan, disposisi-J-'lf-
Laporan, disPosisi 10 menit Laporan, disposisiJ,

lr -t
Laporan, disposisi 20 menitI

I selesai I
triwulan dan
semester, bukli
dokumentasi



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO HUKUM
BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PRODqK HUKUM KABUPATEN/KOTA

Nomor SOP
Tanggal Pembualan
langgal Revtsl
Tanggal Efeklif
Disahkan oleh Kepala Biro Hukum

ISetda Provinsi Nusa TenggarcfnI(|I, ./l/
^- / I

Alex
NIP 19670828 199510 1 001

JUOUT 5UP Penyusunan Laporan Tahunan dl Biro Hukum

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana i
Peraturan Presiden t'tomoi@
Birokrasi201G2025.
Peraturan l\renteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional prosedur Administrasi
Pemerintahan
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentano
Pedoman Tata Naskah Djnas dj Lingkungan pemerintah provinsr Nusa T-enggara
Timur.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 20i7 tentang petunJuK
Teknis Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional prosedur A;ministrasl
Pemerintahan di Lingkungan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi pemerintah provinsi Nusa Tenggara Tjmur Tanap titahun
2018-2022.

Pendidikan minimal S1.
Memahami sistematika
l emahamitata naskah

penyusunan laporan.
dtnas.

Keterkaitan Pe.alatan/pe.lenqkapan :
SOP Penanganan Sural Ketuar.
SOP Penanganan Surat l\rasuk.
SOP Penyusunan Laporan Bulanan,Triwulan,semester di Biro Hukum.

1.

2
3

1, ATK.
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan Pencatatan dan pendataan :
Apabila Standar Operasionat eroseour penyusunan laporan tahunan tiAai EfrEiitri
maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian laporan.

Disimpan dafam Soflcopy dan Hadcop,.

1.



Pelaksana Mutu Baku

Keterangan
No. Tahap Kegiatan Kabag Binwas

PHD Kab/Kota

Kepala
Sub.Bagian
Tata Usaha

Analis
Perencanaan,
Evaluasi dan

Pelaporan

Kepala Biro
Hukum

Kelengkapan Waktu Output

3 4 5 6 7 I I 1A
I z

Agenda Kerja 15 menit Disposisi
1. Menugaskan Kasubag TU untuk mempersiapkan

konsep laporan tahunan. f '* I
Disposisi 15 menit Disposisi

2. Memerintahkan analis perencanaan, evaluasi
dan pelaporan untuk mengumpulkan bahan
penyusunan laporan tahunan dari tiap-tiap

bagian.

-=_

L_F
J_',

-1_l
Disposisi t hari Bahan laporan,

disposisiJ. Mengumpulkan dan menyerahkan bahan
penyusunan laporan tahunan kepada Kasubag
Ttl
I TJ.

Bahan laporan,
disposisi

t hari Konsep laporan,
disposisi4. Mengonsep laporan tahunan kemudian

menyerahkan kePada Kabag.

Memeriksa konsep laporan tahunan. Jika setuju

menyampaikan kepada Kepala Biro Hukum. Jika

tidak setuju mengembalikan kepada Kasubag

untuk diperbaiki

fidak

Konsep laporan,
disposisi

l jam Draf laporan,
disposisi

Draf laporan,
disposisi.

l jam Laporan, disposisi
b. Memeriksa draft laporan tahunan. Jika setuju

menandatangani dan menyerahkan kepada
Kabag. Jika tidak setuju mengembalikan kepada
Kabag untuk diPerbaiki.

Tidak

Laporan, disPosisi 10 menit Laporan, disposisi
7. Menyerahkan laporan tahunan kepada Kasubag r-Y-lIt-

Laporan, disPosisi 10 menit Laporan, disposisi
8. Menyerahkan laporan tahunan kepada analis

perencanaan, evaluasi dan pelaporan. fr-
6 Laporan, disPosisi 1 Jam Laporan tahunan

Biro Hukum, bukti
dokumentasi

o Mendistribusikan dan mendokumentasikan
Laporan tahunan.

I

I

I

I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO HUKUM
BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA

Nomor SOP
Tanogal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Hukum

AlexodLumba. SH. M.Htrm
NtP. 19670828 1995101 001

Judul SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) di Biro
Hukum

Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :'1. Undang-Undang Nomor 25 Tahu
2. Persturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapsn, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 20lo tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.4. Peraturan Menteri Dalam Nomor 86 Tahun 20'17 tentang Tata cara Perencansan, pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tenlang RPJPD dan RPJMD, serta Tata cara perubahan RpJpD,
RPJMD dan RKPD.

5 Persluran Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentano Pedoman Penyusunan dan penerapan standar
Oper.asional Prosedur Adminislrasi pemerintahan.

6 Pereturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2oo8 lentang Rencsna Pembangunan Jangka panjang Daerah provinsi
NTT Tahun 200t2025.

T Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi
NTT Tahun 2018-2023.

S Persluran Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 20'17 tentsng Pelunjuk Teknis penyusunan dan petarcanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur.

9 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi pemerintah
Provinsi Nus€ Tenggara Timur Tahap I Tahun 201&.2022. 

I

1. Pendidikan minimsl SLTA.
2. MenguasaiTala Naskah Dinas.
3. Analisis Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan.

,6ralatao/Perlenqkapan :

1. ATK,

2. Komputer.
3. Telepon/Faximili.
4. Printer.

1. SOP Penanganan Surat Masuk.
2. SOP Penangansn Nota Oinas.

3. SOP Penanganan Surat Keluar.

Pencatatan dan Pendataan
Apaura xenslra lenamDat olsusun dan disampaikan kepada Gubernur akan berdampak pada kualitas penyusunan RENJA,
penvusunan RENJA, RKAJDPA dan dokumen perencanaan lainnva.

Disimpan sebagai data elektronik dan manuat.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIII'IUR
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO HUKUI/l

BAGIAN PEMBINMN DAN PENGAWASAN
PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA

{omor SOP
Tanqqal Pembuatan
Tzugal Rer]q
Tanggal Efektif
Dis€hkan oleh

[4 setoa erov-i5s-i i ;;; 
1;;:eony 

r rnur. rrr/

Alexon[umba, Stl,!d.!dum
NtP. 19670828 ',t995101 001

Judul SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) di Biro Hukum

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

t . unaang-Undan ahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
l

2. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dani

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. ]

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 201o tentang Grand Design Roformasi Birokrasi 2010-2025-

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor35Tahun 2012 tentang Padoman Penyusunan dan Penerapan Slandar

ODerasional ProsedurAdministrasi Pemerintahan.
5. Peraturan Menteri Dalam NomorS6Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan

RPJPD. RPJMD dan RKPD.
6. Peratu€n Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2OO8 tentang Renc€na Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi NTT Tahun 2005-2025.
7. Peraturan Daefah Pfovinsi NTT Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Oaerah Provinsi NTT Tahun 2018-2023.
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Peiuniuk Teknis Penyusunan dan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintshan di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Nusa Tenggara Timur.
L Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tenlang Road Map Reformasi Birokrasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap ll lahun 2018-2022.

1. Pendidikan minimal sLTA.
Menguasai Tata Naskah Dinas.

Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2.

3.

Keterkaitan PeralatanlperlengkaPan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.
2. sOP Penyusunan Renslra di Biro Hukum.

3. SOP Penanganan Surat masuk.

1. ATK,
2. Komputer.

3. Telephon/Faximile.

4. Printer.

Peringatan Pencatalan dan pendataan :

Apabila penyusunar RENJilidii sisuai prosedur, maka akan berdampak pada kualitas penyusunan RKA dan

DPA.

Oisimpan dslam bentuk Sofrclpy dan Hardcopy.



Pelaksana Mutu Baku

Keterangan
No. Tahap Kegiatan Kabag Bi was

PHD Kab/Kota

Kepala
Sub.Bagian
Tata Usaha

Analis
Perencanaan,
Evaluasi dan

Pelaporan

Kepala Biro
Hukum

Kelengkapan Waktu Output

5 6 7
15 menit

9
Disposisi

10
4

1 Menugaskan kepala sub bagian TU untuk menyusun rencana kerja Biro
Hukum. @

Agenda Kerja

2. Menugaskan analls perencenaan, evaluasi den pelaporan untuk

mengumpulkan fEhan penyusunan renja Biro Hukum dari tiatrtiap
bsgian dan menyerahkan kepada Kasubag TU.

-l-
ll-

Disposisi 15 menit Disposisa

Mengumpulkan dan menyerahkan bahan penyus{nan lenja Biro Hukum
kepada Kasubag TU. T

,!
---1___l

Disposjsi 3 hari Bahan penyusunan
rencana kefja Biro
Hukum, disposisi

Menyusun konsep rencana keda Biro Hukum dan menyerahkan kepada
kabag. t

0

-k
Bahan penyusunan
rencana kerja Biro
Hukum, disposisi

'I mrnggu Konsep rencana keria
Biro Hukum, disposisi

:J
Konsep rencana keria
Biro Hukum, disposisi

2 Jam Draf rencana kerja Biro
Hukum, disposisi5. Memeriksa Konsep rencana Kerja Elro HuKum. ApaollS seluju melrloell

paraf dan menyampaikan kepada kepala Biro Hukum. Apabila tidak
setuiu mengembalikan kepada kasubag untuk diperbaiki.

6. Memeriksa draf rencana kerja Biro Hukumi. Apabila s€tuju
menyampaikan kepada kabag untuk mempersispkan rapat pembahasan

dmf rencana kerja dan apabila tidak setuju mengembalikan kepada
kabag untuk diperbaiki.

Draf rencana kerja Biro
Hukum, disposisi

2 iam Draf rencana kerja Biro
Hukum, disposisi

7. Menugaskan Kasubag untuk mempersiapkan rapat pembahasan draf
fencana kerja Biro Hukum.

a-\I l--
Draf rencana kerja Biro
Hukum, disposisi

15 Menit Draf renc€na kerja Biro
Hukum, disposisi

8. Mengundang para kabag, kasubag dan pe.iabat pelaksana untuk

mengikuti rapat pembahasan draf rencana kerja yang dipimpin oleh

kepals Biro Hukum.
-i-tll-

Draf rencana kerja Biro
Hukum, disposisi

'15 Menit Draf rencana kerja Biro
Hukum, undangan

L Rapat pembahasan dral renc€na kerja Biro Hukum yang dipimpin oleh
kepala Biro Hukum dan menugaskan kasubag TU untuk

menyempumakan sesuai hasil rapat.
I K--

--rl Dral rencana ke{a Bifo
Hukum, undangan

2 Jam Dral rencan€ kerja Bifo
Hukum, notulen rapat::L_JZ _= tr_

10. Menyempurnakan draf rencana keria sesuai notulen rapat dan

menyampaikan kepada kabag. r Draf rencana kerja Birc
Hukum, nolulen raPat

l Hari Draf rencana kerja Biro
Hukum, nolulen rapat

11 Memeriksa hasil penyempumaan draf rencana kerja. Apabila setuju
memaraf dan menyampaikan kepada kepala Biro Hukum. Apabila tidak
setuju dikembalikan kepada kasubag untuk memperbaiki. rt c Draf rencana kerja Biro

Hukum, notulen raPat

2 Jam Draf rencana kerja Biro
Hukum, nolulen rapat

Memeriksa hasil penyempumaan draf rencana keda. Apabila setuju

menandatangani dan menyampaikan kepada kabag. Apabila tidak setuju

dikembalikan kepada kabag untuk memperbaiki. + Draf rencana ketja Biro
Hukum, notulen raPat

l Jam Dokumen rencana keqa
Biro Hukum

s-

8

--l

-l



No, Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKabag Binwas
PHD Kab/Kota

Kepala
Sub.Bagian

TU

Analis
Perencanaan,
Evaluasi dan

Pelaporan

Kepala Biro
Hukum

Kelengkapan Waktu Output

4 6 7 8 9 10
13 Menyerahkan dokumen rencana kerja Biro Hukum tepada tasrOag tU

untuk didistribusikan dan didokumentasrKan.
q-.

L-F
? Dokumen rencana kerja

Biro Hukum
10 menit Dokumen rencana kerja

Biro Hukum

14. Menyerahkan dokumen rencana kerja Biro nukum t<epaOa
perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk didistribusikan
didokumentasikan.

analrs
oan -j-tr-

Dokumen rencana kerja
Biro Hukum

10 menit Dokumen rencana kerja
Biro Hukum

'15. Mendistribusikan dan Mendokumeniasitan oorumen rencanil6iiTt6
Hukum. .I.E!,

Dokumen rencana kerja
Biro Hukum

1 jam Dokumen rencans kerja
Biro Hukum, bukti
dokumentasi.

I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO HUKUM
BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh

g setoa nrovifiii Nu"" reng!;ra Iinur, r/

NtP. 19670828 199510 1 001
Judul SOP Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) di Biro

Hukum
Dasar Hukum Kualifikasl pelaksana :
1. Peraturanpresiolffi

Birokrasi 2O1O-2A25.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannva.

Grand Design Reformasi

2006 tentang Pedoman

| 
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 20.12 tenlang pedoman

I Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional prosedur Administrasi
I Pemerintahan.
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2g Tahun 2017 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan dan pelaksanaan Slandar Operasional
Prosedur Administrasi pemerintahan di Lingkungan pemerintah provinsi
Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2O1g tentang
Road Map Reformasi Birokrasi pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahap | | Tah un 2O1 8-2O22.

'|

z.
3.
4.

Pendidikan minimal SLTA.
Memahami penyusunan program dan anggaran.
Menguasai komputer.
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat keruar.
2. SOP Penanganan surat masuk.
3. SOP Penysunan Rencana Kerja (RENJA) di Biro Hukum.

1. ATK.
2. Komputer.
3. Telepon/Faximile.
4. Printer.

Fenngatan Pencatatan dan pendataan :
Apao a trdak ditakukan sesuai prosedur maka akan berdampak paCa fuilitas
penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Biro Hukum.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.



No. Tah.p Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKabag Binwas
PHD Kab/Kota

Kepala Sub
Bagian lata

Usaha

Analis
Perencanaan,
evaluasidan

Pelaporan

Kepala Biro
Hukum

Kelengkapan Waktu Output

4 6 7 I 9 10
1 Menugaskan kepala sub bagian untuk menyusun

rencana kegiatan dan anggaran (RKA) Biro
Hukum. rffi--r

Agenda Kerja '15 Menit Disposisi

2. Memerintahkan analis perenianianlatuasi dan
perencanaan untuk menyiapkan bahan
kelengkapan penyusunan rencana kegiatan dan
anggaran dari tiap.tiap bagian dan menyerahkan
kepada kasubag.

-&
tr-

Disposisi '15 menit Disposisj

3. Menyiapkan bahan kelengkapan penyusunan
renacana kegiatan dan anggaran dari tiatrtiap
bagian dan menyampaikan kepada Kasubag.

Disposisi l Hari Bahan kelengkapan
penyusunan rencana
kegiatan dan anggaran
(RKA) Biro Hukum dad tiatr
tiap bagian.

Menyusun konsep rencana kegiaiin dan anggaran
Biro Hukum kemudian menyerakan kepada kabag.

Bahan kelengkapan
penyusunan rencana kegiatan
dan anggaran (RKA) Biro
Hukum dari tiap-tiap bagian.

3 Hari Konsep rencana kegiatan
dan anggaran (Konsep
RKA) Biro Hukum

5. Memeriksa konsep rencana kegiatan dan
anggaran Biro Hukum. Apabila setuju memDen
paraf dan menyampaikan kepada kepala Biro
Hukum. Apabila tidak setuju mengembalikan
kepada kasubag untuk diperbaiki.

Tidak
Konsep rencana kegiatan dan
anggaran (Konsep RKA) Biro
Hukum

'I Jam Draf rencana kegiatan dan
anggaran Biro Hukum.

ya

6. Memeriksa drat rencana kegiatan dan anggaran
Biro Hukum. Apabila setuju menandatangani dan
menyampaikan kepada kabag. Apabila tidak setuiu
mengembalikan kepada kabag untuk diperbaiki.

Tidak

Draf rencana kegiatan dan
anggaran Biro Hukum.

l Jam Rencana kegiatan dan
anggaran Biro Hukum.

7. Mgnyerchkan rencana kegiatan dan anggaran Biro
Hukum kepada Kasubag. ri- Rencana kegiatan dan anggaran

Biro Hukum.

'15 menit Rencana kegiatan dan
anggaran Biro Hukum,
disposisi

8. Menyerahkan rencana kegiata; dt;gg€ran Bi;
Hukum kepada analis perencanaan, evaluasi dan
DelaDoran.

._L ;t-
Rencana kegiatan dan angga.an
Biro Hukum, disposisi

15 menit Rencana kegiatan dan
anggaran Biro Hukum,
djsposisi

I Menggandakan, menOistrilusitran oan
mendokumentasikan.

Rencana kegiatan dan anggaran
Biro Hukum, disposisi

15 menit Rencana kegialan dan
anggaran Biro Hukum, bukli
dokumentasi



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO HUKUM
BAGIAN PEMBINMN DAN PENGAWASAN

PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tangqal Efektif
Dtsahkan oleh

Alexor/Lumba, SH, M.Hum
NlP. 19670828 '199510 1 001

Judul SOP Pembuatan TOR dan RAB di Biro Hukum

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tent ang Grcnd Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.
Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah provinsi
Nusa Tenggara Timur.
Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahap ll Tahun 2018-2022.

2.

4.

1. Memiliki pengetahuan tentang penyusunan program dan anggaran.
2 Memahami tugas dan fungsi Biro Hukum,

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :

1. SOP penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) di Biro Hukum.
2. SOP penanganan surat keluar.
3. SOP penanganan surat masuk.

1.nrr.
2. Komputer.
3. Telepon/Faximile.

4. Renstra, DPA, TOR, RAB.
5. Printer.

Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan berdampak pada
pelaksanaan kegiatan di Biro Hukum.

Disimpan dafam bentuk Softcopy dan Hardcopy .

11 Setoa Provinsi Nusa Tt



No. Tahap Kagiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeleranganKepala
Sub.Bagian TU

Verifikator
Keuangan

Kabag Binwas
PHD Kab/KoTa

Kepala Biro
Hukum

Bendahara Kelengkapan Waktu Output

4 6 7 I 9 10 11

1 Menugaskan Verifikator Keuangan untuk
mempersiapkan bahan penyusunan TOR dan
RAB sebagai syarat pencairan dana kegiatan dan
menyampaikan kepada kasubag.

Agenda kerja 15 menit Disposisi

2. Mempersiapkan bahan dan menyusun konsep
TOR dan RAB kemudian menyerahkan kepada
Kssubag.

Disposisi l Jam Konsep TOR dan RAB

3 Memeriksa konsep TOR dan RAB. Jika setu.iu,
memaraf dan menyerahkan kepada Kabag. Jika
tidak setuju mengembalikan kepada Verifikator
Keuangan unluk memperbaiki.

Tidak
Konsep TOR dan RAB 30 Menit Konsep TOR dan RAB

Memeriksa konsep TOR dan RAB. Jika setuju,
memaraf dan menyampaikan kepada Kepala Biro
Hukum. Jika tidak seluju mengembalikan kepada
Kasubag untuk memperbaiki.

Tldak

Konsep ToR dan RAB 30 menit Draf TOR dan RAB,
disposisi

5. Memeriksa draf TOR dan RAB. Jika setuju,
menandatangani dan mengembalikan kepada
kabag.Jika lidak seluju menyerahkan kepada
Kabag untuk memperbaiki.

bs-
Draf TOR dan RAB,
disposisi

30 menit TOR dan RAB, disposisi

6 Menerima dan memberi petunjuk kepada
kasubag. rl--r---l_l

TOR dan RAB, disposisi '10 menit TOR dan RAB, disposisi

7 Menyampaikan TOR dan RAB kegiatan kepada
bendahara Biro. --l_--I f--

TOR dan RAB, disposisi '10 menit TOR dan RAB. disposisi

Mempersiapkan dana pelaksanaan kegiatan
setiap bagian sesuai jadwal alur kas,
mendokumentasikan dan mengarsipkan.

o
('.*J

TOR dan RAB, disposisi l Jam TOR dan RAB, dan
tersedianya keuangan
kegiatan.

I

I

I

I

I



PEMERINTAH PROVTNSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO HUKUM
BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PROOUK HUKUM KABUPATEN/KOTA

Nomor SOP
IelCga! Pembuatan
Tanggal Revisi
Talggal Efektif
)isahkan oleh

[4 Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,
/

NtP. 19670828 '1995101001
Judul SOP Pengajuan SPP GU/TU/LS dl Biro Hukum

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :
L Peraturan Pemerintah N

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan
Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3s rahun 2012 tentang pedoman penyusunan dan
Penerapan Standar Operastonal prosedur Administrasi pemerintanan.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2grahun 2017 tentang petunjuk reknis
Penyusunan dan Pelaksanaan standar operasionar prosedur di Lingkungan pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Trmur.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 201g tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tah ap ll Tahun 2O1g_2O22.

3.

1. PNS, jujur, teliti, tanggung jawab.

2. Pendidikan minimal SLTA.

l\crelKa Ian Peralatan/perlengkapan :
o\.rr pt,llrrruaran I uK qan KA6 ot tttro HuKum.
SOP Laporan Bulanan, Triwulan. Semester.

1.

4.

ATK.
Kompuler/laptop dan printer.
Telepon/Faximile.
DPA, TOR, RAB.
BKU.

rErrn9atall Pencatatan dan penqataan :
Apabi|atidakdi|aksanakansesuaiprosedurm-k
Hukum.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual dokumen Spp UP/TU/GU/LS.



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKepala Sub
Bagian TU

Bendahara

Kabag
Pembinaan dan

Pengawasan
Produl Hukum

Kab/Kota

Kepala Biro
Hukum

Kel€ngkapan WaKu Output

4 6 7 8 9 10

1 Menugaskan bendahara membuat konsep
SPP GU/IU/LS dan menyampaikan kepada
kasubag.

Fungsional pengeluaran,
Pengesahan SPJ, Buku Kas
Umum (BKU), Laporan
Pertanggungjawaban uang
pecediaan, ringkasan SP2D.
Rekening Koran Bank,
regoster penutupan Kas,
Laporan penutupan kas
bulanan, Buku Pembantu
Pajak dan DPA.

10 menit Disposisi/petunjuk

2. Menyusun konsep SPP GU/TU/LS dan
menyampaikan kepada kasubag.

_0,
I._i#

Disposisi/petuniuk l Jam Konsep SPP
GU/TU/LS

Meneliti dan memverifikasi berkas konsep
SPP GUffUiLS. Apabila setuiu, memaraf dan
menyampaikan ke kabag. Jika tidak setuiu,
mengembalikan ke bendahara untuk
dioerbaiki.

Tld.k

Konsep SPP GU/TU/LS 30 Menit Konsep SPP
GU/TU/LS

Memeriksa kebenaran dan kelengkapan
berkas konsep SPP GU/TU/LS. Apabila
setuju, memarai dan menyampaikan kepada
kepala biro . Jika tidak setuju, mengembalikan
ke kasubag untuk diperbaiki.

Konsep SPP GU/TU/LS 30 Menit Konsep SPP
GU/TU/LS

5. Memeriksa konsep SPP GU/TU/LS. Apabila
setuju, menandatangani dan diteruskan ke

kabag. Jika tidak setuju, mengembalikan ke

kabag untuk diperbaiki.

I

Tid.k

Konsep SPP GUffU/LS 30 Menit SPP GU/IU/LS

6. Menyampaiken kepada kasubag untuk
ditindaklsnjuti.

t
-q----1____-J

SPP GU/TU/LS '10 Meni{ SPP GU/TU/LS

7. Menyampaikan kepada bendahara untuk
ditindaklanjuti. ---r-L--J-

SPP GU/TU/LS '10 Menit SPP GU/TU/LS

E. Menindaklanjuti dan mendokumentasikan
SPP GUffU/LS Biro Hukum. I setesai I

SPP GU/TU/LS 1 Jam SPP GU/TU/LS

I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO HUKUM
BAGIAN PEMBINMN DAN PENGAWASAN

PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA

Nomor SOP
lqnggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepala tstro Hukum

f4 Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, /V/

Alexon [.umba, SH, M.Hum

NlP. 19670828 1995101 001

Judul SOP Pengajuan SPP UP (UANG PERSEDIAAN) di Biro
Hukum

Dasar Hukum Kualifikasi
1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tanun zoos t@
2 Peraluran Presiden NomorSl Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2O1O-Z)ZS.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan

Daerah.
4 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 lentang pedoman penyusunan dan

Penerapan Standar Operasional prosedur Administrasi pemerintahan.
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2g rahun 20,17 tentang teknis penyusunan dan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 201 g tentang Road Map Reformasl
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap ll Tahun 2O18_2022.

1. PNS, jujur, teliti, tanggung jawab.

2. Pendidikan minimal SLTA.

SOP pembuatan TOR dan RAe al eiro Hufurn
SOP penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan . Semester.

ATK,
Komputer/laptop dan printer.
Telepon/Faximile.
DPA, TOR, RAB.
BKU.

1.

2.
3.
4.
5.

tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan mengtrarnoat peraksana- t<egEGnllEi6 Disimpan sebagai data elektronik dan manual dokumen Spp UP/TU/GU.



No. Tahap Kegiatan

PetaKsana Mutu Baku

KeteranganKepala Sub
Bagian TU

Bendahara

Kabag
Pembinaan

dan
Pengawasan

Produk Hukum
Kab/Kota

Kepala Biro
Hukum Kelengkapan Waktu Output

I
1
I Menugaskan OenC

menyampaikan kepada kasubag.

3 4 5 6 7 I I 10
Agenda kerja 10 menit Disposisi/petunjuk

dan dokumen
pelaksanaan
anggaran2. Meneliti Oana Oi

konsep Surat permintaan pembayaran (Spp) Up
sesuaipagu dalam DpA. t-

Disposisi/petunju
k dan dokumen
pelaksanaan
anggaran

1 Jam Konsep SPP UP

Meneliti Oan
Apabila setuju, memaraf dan menyampaikan ke kabag.
Jika tidak setuju, mengembalikan ke bendahara untuk
diperbaiki.

*rt-J Konsep SPP UP 30 Menit Konsep SPP UP

4. Memeriksa ke
SPP UP. Apabila setuju, memaraf dan menyampaikan
kepada kepala Biro Hukum. Jika tidak setuiu.
mengembalikan ke kasubag untuk diperbaiki.

Tidak Ya

Konsep SPP UP 30 Menit Konsep SPP UP

.l

Memeriksn kre;
me nandata nsa ni dan o ii*rrr"X 

-x",lffi 
!i'i, Jil'r?

setu1u, mengembalikan ke kabag untuk diperbaiki.
Tidak

Konsep SPP UP 30 Menit SPP UP

6. rvrefiyampatKan Kepada kasubag untuk ditindaklanjuti. -dl SPP UP 10 Menit SPP UP

7, Menrramnailu
^e1rqucr unr ruar tar a unluK olllnoaKlanlutl rr- SPP UP 10 Menit SPP UP

R Meninclaklanli rtl rtrvu vs,, rrrerrvv^uiltrrilrdst^ull Drr ulJ Elrc
Hukum. r;;-l SPP UP 1 Jam SPP UP

r



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO HUKUM
BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA

Nomor SOP
Tanggal PembuEtan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh

Lumba SH. M.Hum
19670828 1995101 001

Judul SOP Pengajuan SPM UP/GU/TU/LS di Biro Hukum

lDasar Hukum

l l. Peraturan Pem

| 
2 P^eraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-

| 2025.

| 
3 Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengeroraan

Keuangan Daerah dan perubahannya.

4. Peraturan Menteri pAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional prosedur Administrasi pemerintahan.

5. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 2g rahun 2017 Tentang petunjuk reknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 201g tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap ll Tahun 20'18-2022.

Kualifikasi pelaksana :

1. PNS, jujur, teliti, tanggung jawab.
Pendidikan minimal SLTA.

r\l'rl,r 
^cttallla 'rl\l.l ..1-- Peralatan/pgrlengkapan :

| . I \rrl qct I r\AE ot Etro HuKum.
2. SOP penyusunan laporan Bulanan, Triwulan, Semester.

Et^-!

1. ATK.
2. Komputer/laptop dan printer.
3. Telepon/Faximile.
4. DPA, TOR, RAB.

5. BKU.
r|'a rr rgatall
A ^-!ril^ li,.l^l- r:t^t----^;-- Pencatatan dan perdataan :
np<,r,'a uuir'' urirrsanaKan sesuar prosedur maka aKan menghambat pelaksanaan kegiatan di
Biro Hukum.

Disimpan sebagai data elektronik dan manuat dokumen SPP UP/TU/GU/LS.

Kepala Biro Hukum
k Setda Provinsi Nusa



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKepala Sub
Bagian TU

Kabag Binwas
PHD Kab/Kota

Kepala Biro
Hukum

Bendahara Kelengkapan Waktu Output

1 3 4 o 7 8 9 to
1 Menyusun dan memaraf konsep SPM UP/GU/TU/LS

serta menyampaikan kepada kabag.

SPP
UP/GU/TU/LS
yang telah
dilandatangani
kepala Biro
Hukum.

30 menit konsep SPM
UP/GU/TU/L
S

2. Meneliti dan memverifikasi berkas konsep SPM

UP/GU/TU/LS. Apabila setuju, memaraf dan
menyampaikan ke karo. Jika tidak setuju,
mengembalikan ke kasubag untuk diperbaiki.

Tidak Ya

konsep SPM
UP/GU/TU/LS

15 menit konsep SPM
UP/GU/TU/L
D

3. Memeriksa konsep SPM UP/GU/TUILS. Apabila
setuju, menandatangani dan menyampaikan ke kabag.

Apabila tidak setuju mengembalikan ke Kabag untuk
dipedcaiki.

Tidak

konsep SPM
UP/GU/IU/LS

15 menit SPM
UPIGU/TU/L
D

Ya

Menerima dan menugaskan kasubag untuk
menindaklanjuti SPM UP/GU/TU/LS. d SPM

UP/GU/TU/LS
10 menit SPM

UP/GU/TU/L

5. Menerima dan menugaskan bendahara untuk
menindaklanjuti SPM UP/GU/TU/LS. t: SPM

UP/GU/TU/LS
10 menit SPM

U P/G U/TU/L

6. Mendistribusikan SPM UP/GU/TU/LS ke BKD dan
mendokumentasikan SPM UP/GU/TU/LS Biro Hukum.

__l_\tt"* J

SPM
UP/GU/TUILS

30 menit SPM
UP/GU/TU/L
D

I

I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAEMH
BIRO HUKUM

BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanqgal Efektif
Disahkan oleh

NtP. 19670828 '199510 1 001
IuiCul SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di

Blro Hukum

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

2010-2025.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

lnstansi Pemerintah.
Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map

Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap ll Tahun 2018-

2022.

ASN.
Pendidikan minimal S1.
Memahami tata naskah dinas.

z
?

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.
2. SOP Penanganan Surat Masuk.
3. SOP penyusunan laporan bulanan, triwulan,semester di Biro Hukum.
4. SOP penyusunan laporan tahunan di Biro Hukum.

1. ATK.
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan LKIP tidak dipatuhi maka akan

berdampak pada ketidaktepatan waKu penyampaian LKIP dan kualitas data/informasi

dalam LKIP yang tidak valid.

Disimpan dalam bentuk Sofcopy dan Hatdcopy.



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKabag Binwas
PHD Kab/Koia

Kepala
Sub.Bagian
Tata Usaha

Analis
Perencanaan,
Evaluasi dan

Pelaporan

Kepala Biro
Hukum

Kelengkapan Waltu Output

2 3 4 5 6 7 I 9 10
1. lvenugaskan Kasubag untuk mempersiapkan konsep

LKIP Biro Hukum. f "*-]
Agenda Kerja 15 menit Disposisi

2. Memerintahkan analis perencanaan, evaluasi dan
pelaporan untuk mengumpulkan bahan penyusunan
LKIP Biro Hukum dari tiap-tiap bagian dan
menyerahkan kepada Kasubag.

-;r_
lr-

I

Disposisi 15 menit Disposisi

3. Mengumpulkan dan menyerahkan bahan penyusunan
LKIP Biro Hukum kepada Kasubag.

T
-i-t---1_J

Disposisi 10 hari Bahan laporan,
disposisi

Mengonsep LKIP Biro Hukum kemudian menyerahkan
kepada Kabag. r + Bahan laporan,

disposisi
t hari Konsep LKIP Biro,

disposisi

5. Memeriksa konsep LKIP Biro Hukum Jika setuju
menyampaikan kepada kepala Biro Hukum. Jika tidak
seiuju mengembalikan kepada Kasubag untuk
dioerbaiki.

,
-

Tidak
Konsep LKIP Biro, 1 jam Draf LKIP Biro,

disposisi

6 Memeriksa draft LKIP Biro Hukum. Jika setuju
menandatangani dan menyerahkan kepada Kabag. Jika
tidak setuju mengembalikan kepada Kabag untuk
diperbaiki.

Tidak

Draf LKIP Biro,
disposisi.

1 Jam LKIP Biro

7. Menyerahkan LKIP Biro Hukum kepada Kasubag untuk
datindaklanjuti. tt- -l

LKIP Biro 10 menit LKIP Biro

8. Menyerahkan LKIP Biro Hukum kepada analis
petencanaan, evaluasi dan DelaDoran untuk
dilindaklaniuti.

-__v_L-F LKIP Biro '10 menil LKIP Biro

9. Menggandakan, mendistribusikan dan
mondokumentasikan LKIP Biro Hukum. /_____L__\

U!:rJ
LKIP Biro 1 Jam LKIP Biro Hukum,

bukti dokumenlasi

I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARTAT DAERAH

BIRO HUKUM
BAGIAN PEMBINMN DAN PENGAWASAN

PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA

Q Setda Provinsi Nusa T

NtP. 19670828 199510 1 001

tinur, 
r/

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kualifikasi
Peraturan Pemerinta
Pemerinlah, LKPJ kepada DPRD dan lLppD kepadla masyarakat.
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tenting Gra;d'Design Reformasi
Birokrasi 2O1O-2O25.
Peraturan Menteri pAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman
Penyusunan dan Penerapan standar operasional prosedur Administrasi
Pemerintahan.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Petunjuk Teknis penyusunan oan
Prosedur Administrasi pemerintahan
Nusa Tenggara Timur.

Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentano
Pelaksanaan Standar Operasioni
di Lingkungan pemerintah provinsi

:uoly."n Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahap ll Tahun 2018-2022.

1. ASN,
2. Pendidikan minimal 51 .

3. Memahami sistematika penyusunan laporan.
4. Memahami taia naskah dinas.

'1. SOP Penanganan Sural-l(eruar.
2. SOP Penanganan Surat Masuk.

? !9t penyusunan laporan bulanan, triwulan,semester di Biro Hukum.4. SOP penyusunan laporqn tahunan di Biro Hukum.

,I- ATK.
2. Komputer.
3. Printer.

Pencatatan dan

dalam LKPJ yang tidak valid.

la Slandar Operasio
berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian laporan dan kualitas

Disimpan dalam bentuk Soncopy dan Hardcopy.

)uatan
I anggat Revtsi

ian (

Judul SOP

1.

iapan:

rer tgattctl



No. Tahap Kagiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKabag Binwas
PHD Kab/Kota

Kepala Sub
Bagian TU

AnaliE
Petencanaan,
Evaluasi dan

Pelaporan

Kepala Biro
Hukum

Kelengkapan WaKu Output

2 ? 4 6 7 8 9 10

1 Menugaskan Kasubag untuk mempersiapkan
konsep laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ). P Agenda Kerja 15 menit Disposisi

2. Memerintahkan analis perencanaan, evaluasi
dan pelaporan untuk mengumpulkan bahan
penyusunan LKPJ dari tiap-tiap bagian dan
m€nyerahkan kepada Kasubag.

;rlr-
Disposisi 15 menit Disposisi

3. Mengumpulkan dan menyerahkan bahan
penyusunan LKPJ kepada Kasubag.

Disposisi t hari Bahan laporan, disposisi

Mengonsep LKPJ kemudian menyerahkan
kepada Kabag.

Bahan laporan,
disposisi

t hari Konsep LKPJ Biro,
disposisi

5. Memeriksa konsep LKPJ. Jika seluju
menyampaikan kepada kepala Biro Hukum. Jika
tidak setuju mengembalikan kepada Kasubag
untuk diperbaiki.

lidak
Konsep LKPJ Biro,
disposisi

1 lam Oraf LKPJ Biro, disposisi

6. Memeriksa draft LKPJ. Jika setuju
menandatangani dan menyerahkan kepada
Kabag. Jika tidak setuju mengembalikan kepada
Kabag unluk diperbaiki.

Drai LKPJ Biro,
disposisi.

1 jam LKPJ Biro, disposisi

7_ Menyerahkan LKPJ kepada Kasubag untuk
ditindaklaniuti. t_I-

LKPJ Biro, disposisi 10 menit LKPJ Biro

8. Menyerahkan LKPJ kepada analis perencanaan,

evaluasi dan pelaporan untuk ditindaklanjuti. # LKPJ Biro, disposisi '10 menit LKPJ Biro, disposisi

9. Menggandakan, mendistribusikan, dan
mendokumentasikan LKPJ Biro Hukum.

._l_..
1 t","- J

LKPJ Biro, disposisi 1 lam LKPJ, bukti dokumentasi

I

I

I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO HUKUM
BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA

P Setda Provinsi Nusa T

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah

Kualitikasi
Dasar Hukum

1. ASN.
2. Pendidikan minimal S1.

3. Memahami sistematika penyusunan laporan.

4. Memahami tata naskah dinas.

ffitentangLPPDkepada
Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada Masyarakat'

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2O1O-2O25.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

PenvusunandanPenerapanstandaroperasionalProsedurAdministrasi
Pemerintahan.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 201 7 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Nusa Tenggara Timur.
Peraturan-Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Timur Tahap ll Tahun 2018-2022.

Keterkaitan ,1. ATK.
2. Komputer.
3. Printer.

2. SOP Penanganan Surat Masuk.

3. SOP penyusunan laporan bulanan, triwulan,semester di Biro Hukum

1. SOP Penanganan Surat Keluar.

4. SOP penyusunan tapql4! !q!!ngl !L@!g!g
Pencatatan dan
Oisirnoan datam bentuk Soficopy dan Hardcopy.

kualitas data/informasi dalam LPPD yang tidq! rglcl

;ffinan LPPD tidak diPatuhi maka

berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian laporan dan



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKabag Binwas
PHD Kab/Kota

Kepala Sub
Bagian Tata

Usaha

Analis
Perencanaan,
Evaluasi dan

Pelaporan

Kepala Biro
Hukum

Kelengkapan Waktu Output

2 4 5 6 I 9 10
1 Menugaskan Kasubag untuk mempersiapkan

konsep laporan Pertanggungjawaban Pemerintah
Daerah (LPPD). P Agenda Kerja 15 menit Disposisi

2. Memerintahkan analis perencanaan, €valuasi
dan pelaporan untuk mengumpulkan bahan
penyusunan LPPD dari tiap-tiap bagian dan
menyerahkan kepada Kasubag.

,_J_,L_t-
Disposisi 15 menit Disposisi

3. Mengumpulkan dan menyerahkan bahan
penyusunan LPPD kepada Kasubag.

-

Disposisi 't hari Bahan laporan,
disposisi

Mengonsep LPPD kemudian menyerahkan
kepada Kabag.

Bahan laporan,
disposisi

'l hari Konsep LPPD Biro,
disposisi

5. Memeriksa konsep LPPD Jika setuju
menyampaikan kepada kepala Biro Hukum_ Jika
tidak setuju mengembalikan kepada Kasubag
untuk diperbaiki

Tidak
Konsep LPPD Biro,
disposisi

1 Jam Draf LPPD Biro,
disposisi

Memeriksa draft LPPD. Jika setuju
menandalangani dan menyerahkan kepada
Kabag. Jika tidak setuju mengembalikan kepada
Kabag untuk diperbaiki.

Tidak
Draf LPPD Biro,
disposisi.

1 jam LPPD Biro, disposisi

7_ Menyerahkan LPPD kepada Kasubag untuk
ditindaklanjuti. --jl-.ltr-

LPPD Biro, disposisi 10 menil LPPD Biro, disposisi

8 Menyerahkan LPPD kepada analis perencanaan,
evaluasi dan pelaporan untuk ditindaklanjuti. +-lI-

LPPD Biro, disposisi 10 menit LPPD Biro, disposisi

9. Menggandakan, mendistribusikan oan
mendokumentasikan LPPD Biro Hukum. r__l__\

LJ*::J
LPPD Biro, disposisi 1 Jam LPPD Biro, bukti

dokumenlasi

I

I

I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAEMH

BIRO HUKUM
BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh

/

NtP. 19670828 1995101 001
Judul SOP Fasilitasi dan Evaluasi Ranperda, Fasilitasi Rancangan

Poraturan BupatiMtalikota dan Fasilitasi Rancangan peraturan
DPRD Kab/Kota

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-Undangan.

Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya.
Peraluran Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 20lG
2025.
Peraturan Psmerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 20'12 lentang pedoman penyusunan dan
Penerapan Siandar Operasional Prosedur Administrasi pemerintahan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk Hukum
Daerah dan perubahannva
Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tenlang petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerinlahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap ll Tahun 2O1B-2O22.

3.

5.

6.

7.

tt

1. ASN.
2. Pendidikan minimal 51.

K€terkaitan Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.
2. SOP Penanganan Surat Masuk.
3. SOP Pemberian Nomor Register Perda Kab/Kola
4. SOP Karifikasi Parda kab/Kota, Peraturan Bupati^y't/K dan Peraturan DPRD Kab/Kota

1. ATK,
2. Komputer.
3. Printer.
4. Pedoman Teknisf enyusunan Produk Hukum Daerah

Peringatan Pencatatan dan Dendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur Fasilitasi dan Evaluasi Ranperda, Fasilitasi Rancangan
Peraturan Bupati/Walikota dan Fasililasi Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kot8 tidak dilaksanakan
secara baik, maka akan berdampak pada tidak diberikan nomor register peraluran Oaerah.

Disimpan dalam bentuk Soflcopy dan Hardcopy.



No. Tahap Kegiatan

Mutu Eaku

XeteranBan
SubagTU Kepala Siro

Kaba8

Binwas PHD
(ab/Kota

Kasubag Binwas

PHD Kab/Kota
Wrl l/ll

Pelaksana subat
ginwas PHD

Kab/(ota Will/ll
(elengkapan Output

I 2 3 5 6 1 8 9 10 11

1. Menerima, mengaSendakan, menempel lembaran

disposisi dan meneruskansurat permohonan Eupati/
walikota/ Pimpinan DPRD Xab/Kota kepade Kepala

8iro. r Surat den Draft Ranperda, Ranperbup/W( dan
Ranper DPRD Kab/Xota

15 Menit Lembar disposisi, Surat dan Draft Ranperda,

RanperbupAVK dan Ranper DPRD Xab/Xota

2. Mendisposisi Surat Kepada Kabag. fr- --l
Lembar dasposisi, Surat dan Draft Ranperda,

Ranperbup^VK dan Ranper DPRD Kab/Xota
20 Menit tembar Disposisi surat dan lampiran

Ranperda, Renperbup/WK dan Ranper DPRD

Kab/Kota

t. M€ndisposisi Surat Kepada (asubag. # lembar Disposisi surat dan lampiran Ranperda,
Ranp€rbup/Wx dan Ranpe. DPRD Kab/Kota

20 Menlt Lembar Disposisi surat dan lampiran
Ranperda, Ranperbup/WK dan Ranper DPRD

Xab/Kota

Mendisposisi Sqrat (epada Pelaksana. n- Lembdr D'sposrsi surat dan lamprran Ranperdr,
Ranperbup/WK dan Ranper DPRD Xabl(ota

20 Menit tembar Disposisi surat dan lampiran
Ranperda, Ranperbup/WK dan Ranper DPRO

Kab/Kota

5. Pelaksana menyiapkan rapat fasilitasi dan evaluasi
t'h^ar.l' I'cili+.c; p2h.ano2n D-rrr"r.. A,,nr+intuY

-*
lembar Disposisisurat dan lampiran Ranperda,
Ranperbup^VK dan Ranper DPRD Kab/Kota

15lam Lembar Disposisi, surat dan lampiIan
n.nnarrl: A ann.rt!',hnrr/Y .1. 

^ 
tr^Mr nopn

dan fasjlitasi Rancangan Pereturan DPRD Kab/Kota. Xab/Kota

6. Melaksanakan rapat fasilitasi dan evaluasa Ranperda, t*E E =?
lembar Disposisr, surat dan lampiran Ranperda,

Ranperbup/WX dan Ranper OPRD kab/Xota
15lam Draft Ranperda, Ranperbup/WK, Ranper DPRD

Kab/Xota dan Peraturan pendukung-rarrrasr xancantan rersruran bupa!/w( odn rasll
Rancangan P€raturan DPRo (ablxota. L-

1. Menyusun draft hasil fasilitasi dan eva{uasiRanperda,
fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/WK dan fasilitasi

Rancangan Peratursn DPRD Kab/Xota.

Draft Ranperda, Ranperbup/WX, Renper DPRD

Kab/Xota dan Peraturan pendukung.
15 Jam Xonsep hasil fasilitasi da n evaluasi Ranp€rda,

tasilitas, RancanSan Peraturan 8upat,/WK da'r
fasililasi Rancangan Peraturan DPRD Xab/Kota
dan Peraturan pendukung,

L Mengoreksi draft hasil fasilitasi dan evaluasi

Ranperda, fasitrtasi Rancangan Peraturan BupatiAVK
Tidat

Xonsep hasil fasilitasi da n evaluasiRan!,erda,
f asalitasi Rancangan Peraturan Bupati/WX dan
fasilitasi Rancangan Peraturan DPRD Kab/Xota dan

Peraturan perdukunS.

60 Menit (onsep hasil fasilitasi dan evaluasi Ranperda,

fasilitesi Rancangan Peraturan Bupati/Wx dan
fasilitasi Rancangan Peraturan DPRD XablKota
dan Peraturan pendukung.

oan ra5Irrasr Kancangan reraruran urnu 
^dol^oLa.

Apabila setuju memaraf dan meneruskan ke Kaba&

apabila tidak setuju djkembalikan kepada pela*sana

Subag Binwas PHD Xab/Kota Wil l/ll untuk diperbaika.

9. Mengoreksi dratt hasil fasilitasi dan eveluasa

Renperda, fasilitasi Rancangan Peraturan BupatiAVX

dan fasilitasi Rancangan Peraturan DPfiD Xab/Xota.
Apabila setuju memaraf dan menerusken ke Kepala

Biro, ap3bila tidak setuju dikembalikan kepada

Kasubag Banwas PHD Kab/Kota wil l/lluntuk
diperbaiki.

Yal
I
I
I

d

Konsep hasil fasilitasi dan evaluasi Ranperda,

fasilitasi Rancan8an Peraturan Bupati/Wx dan
fasilitasi RancanSan Peraturan DPRDXab/Xota dan
Peraturan pendukung,

60 Menit Konsep hasil fasilitasi dan evaluasi Renperda,

fasiljtasi Rancangan Peraturan BupatiAVX dan
fasiirtasi Rancangan Peraturan DPRD Xab/Kota
dan Peraturan p€ndukun8,

I"
ct

I

I

r3J



Tahap Kegratan

Mutu Baku

Keterangan
subae TU Kepaia Biro

KabaS
ginwas PHD

Kab/Xota

Kasubag Binwas

PHD (ablKota

wi||/tl

Pelaksana Subag

Binwas PHD

Kab/Kota Wil/ll
XelenSkapan output

10. Mengor€ksi draft hasil fisilitasi dan evaluasj

Ranperda, fasilitasi fu ncan8an Peratrran Bupa6/WK

dan tasiljtasi Rancangan Peraturan oPRD (ab/Kota.

Apabila setujumenandatangani danmeneruskan ke

Kasubat Einwas PHD Kab/Kota Wil l/ll. apabila tidak

setuju dikembelikan kepada Xasubag Binwas PHO

Kab/Kota Wil l/ll untuk diperbaiki.

Tr
g

_J'.,

Konsep hasil fasilitasi dan evaluasi Ranperda,

fasilitasi Rancangan Peraturan gupati/WK dan

lasilitasi RancanSan Peraturan DPRD Keb/Xota dan

Peraturan p€ndukun8,

30 Menii Hasil fasilitasi dan evaluasi Ranoerda.

fasrltesr Ren(an8an Peraturan Bupati/WX dan
fasilatasi RancanSan Peraturan DPRD Kab/Xota

11. Mengirim dan mendokumentasikan hasil fasilitasi

dan evaluasi Ranperda, fasilitas; Rancangan Peraturan

Bupati/WKdanfasilitasi Rancangan Peraturan DPR0

Kab/Kota ke Nab/Kota
& Hasil fasilitasj dan evaluasi Ranperda, fasilitasi

Rancangan Peratur.n Bupati/WK dan f.srl(asi
Rancangan Peraturan DPRD kab/Kota

90 Menrt Hasrl fasrlrtasi Ranperda, Rancangan

Peraturan Bupati/W( dan Rancan8an

Peraturan DPRD Kab/Kota

I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARTAT DAERAH

BIRO HUKUM
BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efeklif
Disahkan oiel

Setda Provinsi Nusa Tenggara f inur, ,fu/{

Alexdn Lumba. SH. M.Hum
NlP. 19670828 19951 0 1 001

Judul SOP Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, peraturan
Bupati/Walikota dan Peraturqn DPRD Kabupaten/Kota

uasar Hukum Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-UndangNomor,12Tahun2o11tentan9pemo@

Undang -Undang Nomor 23 Tahun 20.14 tentang pemerintahan Daerah dan perubahannya.
Peraluran Presiden Nomor 81 Tahun 20'ro tantang crand Design Refomasi Birokrasi 201G2o2s.
Peraturan Pemerinlah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional prosedur Adminislrasi pemerinlahan.
Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 80 rahun 2015 tentang pembentukan produk Hukum
Daerah dan perubahannya.
Peratur€n Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 2g Tahun 2017 tentang petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional prosedur Administrasi pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur.
Peraluran Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 20.18 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Pmvinsi Nusa Tenggara Timur Tahap ll Tahun 2 O1A_2O22.

3.

5.

7.

1, ASN.

2. Pendidikan minimal 31.

Peralatan/perlengkapan :'1. SOP Penanganan Sui
2. SOP Penanganan Sural Masuk.
3. SOP Pemberian Nomor Register perda Kab/Kota
4. SOP Fasilitasi dan Evaluasi Ranperda, Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Vvalikola dan Fasilitasi

Rancangan Peraturan DpRD Kab/Kota

'I. ATK.
2. Komputer.
3. Printer.
4. Psdoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Daorah

Peringstan
A^rhil- cra^.1^. /.\-^"^-i

Poncatatan dan pendataan :
.rFev,,q ers,,va, vpsrcsrurcr l-rostj(Jur 

^ranrKast 
r-eraturan uaerah Kabupaten/Kota, peraturan

Bupati/walikota dan Peraturan DpRD Kabupaten/Kota tidak diraksanakan secara baik, maka akan
berdamoak oada:
1 untuk Peraruran Daerah Kabupaten/Kota. dapat direkomendasikan aqar direvisi/dicabut.

_:Lqlqk peraturan BupatiMalikota dan peraturan DPRD Kab/Kota, dapat dibalqlkan.

Disimpan dalam bentuk Soffcopy den Hadcopy.

I



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu gaku

Keterangan

SubaB TU Kepala Biro

KabaB

Einwas PHD

Kab/Kota

(asubag Einwas

PHD Kab/Kota

wil r/ll

Pelaksana

Subag. Binwas

PHD Xab/Kota

wil l/ll

Kelengkapan OutPut

I 2 3 4 5 6 I 8 9 10 IL

t. Menerima, mengagendakan dan

meneruskan surat permohonan Klarifika:

Perda Kab/Kota, Peraturan Bupatl/Wallkota,

dan Peraturan DPRD Kab/Kota kepada

Keoala Eiro T
S!rat permohonan Klarifikasi Perda

Kab/(ota, Peraturan Bupati/Walikota,

dan Peraturan DPRD Kab/Kota

15 Menit Lembardisposisi, surat permohonan

Klarifikasi Perda Kab/Kota, Peraturan

Bupati/Walikota, dan Peraturan DPRD

Kab/Kota

2. Mendisposisi surat permohonan Klarifikasi

Perda Kab/Kota, P€raturan BupatiAValikota,

dan Peraturan DPRD Kab/Kota Kepada

Kabag

Lembar disposisi, surat permohonan

Klarifi kasi Perda Kab/Kota, Peraturan

Bupati/Walikota, dan Peraturan DPRD

Kab/Kota

20 Menit Lembar Disposisi, surat permohonan
(larifikasi Perda Kab/Kota, Peraturan
gupati/Walikota, dan Peraturan DPRD

Kab/Kata

3. Mendisposisi Surat permohonan Klarifikasi

Perda Kab/Kota, Peraturan Bupati/VValikota,

dan Peraturan DPRD Kab/Kota Kepada

Kasubag
J=

Lembar Disposisi, surat permohonan

Klarilikasi Perda Kab/Kota, Peraturan

Bupati/Walikota, dan Peraturan DPRD

Kab/Kota

20 Menit Lembar Disposisi, surat permohonan

Klarifikasi Perda Kab/Kota. Peraturan

Bupati^Valikota, dan Peraturan DPRD

Kab/Kota

Mendisposisi 9Jrat permohonan Klarifikasi

Perda Kab/Kota, Peraturan Bupati^Valikota,

dan Peraturan DPRD Kab/Kota Kepada

Pelaksana
J- Lembar Disposisi, surat permohonan

Klarifilasi Perda Kab/Kota, Peraturan

Eupati^valikota, dan Peratutan DPRD

Kab/Kota

20 Menit Lembar Disposisi, surat permohonan
(larifikasi Perda Kab/Kota, Peraturan

Bupati/Walikota, dan Peiaturan DPRD

Kab/Kota

5. Melakukan klarifikasi atas Perda Kab/Kota,

Peraturan gupati^Valikota, dan Peraturan

DPRD Kab/Kota dan menverahkan hasil

klarifikasi kepada Kasubag

Lembar Disposisi, surat permohonan

Klarifikasi Perda Kab/Kota, Peraturan

Bupati/walikota, dan Peraturan DPRD

Kab/Kota

37,5.1am Hasil klarifikasi Perda Kab/Kota,

Peraturan Bupati/Walikota, dan

Peraturan DPRD Kab/Kota

6. Memeriksa hasil klarifikasi, apabila sudah

sesuai dengan hasil fasilitasi/Evaluasi, maka

dikeluarkan surat hasil fasilitasi, apabila

tidak sesuai maka dikembalikan kepada

Pelaksana untuk dikembalikan ke

Xabupaten/Kota

Hasil klarifikasi Perda Kab/Kota,

Peraturan Bupati/Walikota, dan

Peraturan DPRD Kab/Kota

15 menit Surat hasil klarifikasi Perda Kab/Kota,

Peraturan Bupati/walikota, dan

Peraturan DPRD Kab/Kota

Terkait SOP

Penanganan

Surat Keluar

1. Mengirim dan mendokumentasikan surat

hasil klarifikasi Perda Kab/Kota, Peraturan

Bupati^Valikota, dan Peraturan DPRD

Kab/Kota

6 Surat hasil klarifikasi Perda Kab/Kota,

Peraturan Bupati/Walikota, dan

Peraturan DPRD Kab/Kota

60 menit Surat hasil klarifikasi Perda Kab/Kota,

Peraturan Bupati/Walikota, dan

Peraturan DPRD Kab/Kota

_l



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO HUKUM
BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh

( Setda Provinsi Nusa Tenggara Tinur, /z

Alexq{ Lumba, SH, M.Hum
NlP. 19670828 199510 1 001

Judul SOP Pemberian Nomor Rogister Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
2. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya.
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 teniang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
6. Peraturan Menteri Dalam Neoeri Nomor 80 Tahun 2015 tentano Pembentukan Produk Hukum Daerah dan

perubahannya.

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap ll Tahun 2018-2022.

1. ASN.
2. Pendidikan minimal S1.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :

SOP Penanganan Surat Keluar.
SOP Penanganan Surat Masuk.
SOP Fasilitasi dan Evaluasi Ranperda, Fasilitasj Rancangan Peraturan Bupati/Walikota dan Fasilitasi
Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota.
SOP Klarifikasi Perda kab/Kota, Peraturan Bupati/WK dan P€raturan DPRD Kab/Kota.

1.

4.

1. ATK,
2. Komputer.
3. Printer.

4. Pedoman Teknis Penvusunan Produk Hukum Daerah

Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur Pemberian Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak
dilaksanakan secara baik, maka akan berdampak maka akan berdampak pada ketidakadilan dalam
implementasinya.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.



Tahap Kegiatan

Mutu Baku

Xeterangan
Suba8 TU Kepala Blro

KabaS Einwas

PHD Xeb/Kota

Kasubag Binwas

PHO Kab/Kota wil
vtl

Pelaksana Subag.

Binwas PHD

Kab/Kota Will/ll
Kelengkapan Output

1 2 3 4 5 6 I 8 9 10 11

1 Menerima, mengaSenda*an dan meneruskan surat
permohonan Eupati/ Walikota untuk pemberian nomor

re8jster Perda

Surat permohonan, lembar
disposisi draft Ranperda Kab/Xota,
dan Berita Acara persetujuan

bersama Eupatj^valikota dan

DPRD

15 Menit Disposisi draft Ranperda

Kab/Kota, dan gerita Acara
persetujuan bersama

Bupati/Walikota dan DPRD

Tertait SOP

Penanganan

Sufat Masuk

2. Mendasposisr surat permohonan pernberian nomor re8ister

Perda kepada Kaba8 & Disposisi draft Ranperda Xeb/Kote,
dan Berita Acare persetujuan

bersama Bupati/Walikota dan

DPRD

10 Menit Disposisi draft Ranperda

Kab/Kota, dan Aerita Acara

persetujuan bersama

Bupati/Walikota dan DPRD

3. Mendrsposisi surat permohonan pemberian nomor register
Perda Kepada Xasubeg & Disposisi draft Ranperda Kab/Kota,

dan Berita Acara persetujuan

bersama Bupati^Valikota dan

DPRD

15 M€nrt Disposisi draft Ranperda

Kab/Xota, dan Eerita Acara

persetujuan bersama
gupati/Walikota dan DPRD

4. Mendisposi5i surat permohonan pemberian nomor reSister

Perda Kepada Pelaksana & Disposisi draft Ranp€rda Kab/Xot6,
dan Serita Acara persetujuan

bersama Bupati/walikota dan

DPRD

20 Menit Disposisi draft Ranperda

Kab/Xota, dan Berita Acara
persetujuan bersama
gupati/Walikota dan DPRD

5. Melakukan verifikasi Ranperda yang teaah disempurnakan
berdasarkan hasil fasilitesi/evaluasi Ranperda. Jika hasil

verifikasi sesuai dengan hasal fasilitasi/evaluasi ranperda,

langsunB diberikan nomor.e8ister Perda danjika hasil

verifikasi lidak sesua i denSan ha sil fesilita sj/€valuasi
Ranperda, maka permohonan nomor reSister dikembalikan
lepeda Bupati/Walikota untuk disesuaikan kembali
berdasarkan hasil fasilitasi/eva luasi Ranpe.da oleh Gubernur.

Oisposisj draft Renperda Xab/Xota,
dan Berita Acara persetujuan

be.sama SupatiA/Valikota dan
DPRD

60 Menrt Nomor Register Perda Xab/Kota

6. Mengirim den mendokumentasikan pemberian nomor

register Perda Xab/Kota ke Kab/Kota @ Nomor Register Perda Kab/Kota 60 Menit Nomor Register Perda Xab/Xota Terkait SOP

Surat Keluar

I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO HUKUM

BAGIAN PERATURAN PERUNDANG'UNDANGAN

lnur, (

19670828 199510 1

Haffnonisasi Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubemur

2. Pendidikan minimal 51 Hukum
n Peraluran Perundang-

Undangan.
a uii"ni 'Una"ng Nomor 23 Tahun 2o'14 tentang Pemerintahan Da€rah dan Perubahannya'

; ;;;;;"" peme-rinrat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemefintahan Daerah'

4 Peraturan Presiden Nomor 81 f"n'n iOfO t"nt"ng Grand Design Reformasi Birokrasi 201

2025.
s. 

-pliiiur"n 
rur"nreri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tontang Pedoman Penyusunan dan

- 
penerapan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan'

6.Peralu€nMenteriDa|amr.legerit'.tomoraorahun2o,lSl€nlangPembentukanProduk
Hukum Daerah dan Perubahannva

7. Peraluran Gube.rr Nrs" f"ngg"'" Timur Nomor 28 Tahun 2017-tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan dan Petaksanaan itandar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tengg"t"^Tl:t- o^-,r ir.n
L Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map

Reformasi girolrra.i P"m"

4. Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah

T-SFPenanganan surat Masuk'

SGifrEli aatam oentuk soficopv dan Hadcopv'

dan Instruksi Gubemur yang tidak dapat di tetapkan

turan Gubemur' KePutusan
Standar Operasional Prosedur PemI

,, J"n in"mr.ri cuuernur tidak di taati maka terdapat Peraiuran Gubemur, Kepuiusan



Disposisi Surat Pengantar/Nota Dinas,

RancanSan Pergub dan Kepgub,

Lembar Disposisi

Pengantar/Nota Dinas,

Rancangan Pergub dan Kepgub,

Lembar DisPosisi

Menerima Surat pengajuan Rancangan

PerSub dan (epgub dariPerangkat Daerah,

mengagendakan dan memasang lembaran

D-sposis i Surat PenBa ntar/Nota Di nas,

Rancangan P€rgub dan KePgubMendisposisi Surat pengaiuan Rancangan

Pergub dan Kepgub dariPerangkat oaerah

kepada Kabag.
Disposisi Surat Pengantar/Nota Dinas,

Rancangan Pergub dan Kepgub
Disposisi Surat Pengantar/Nota Dinas,

Rancangan Pergub dan KepgubMendi5p05isi Sorat pengajuan Rancangan

Pergub dan (epgub dariPeran8kat Daerah

kepada KasubaS.
Oisposisi Surat Pengantar/Nota Dinas,

Rancangan Pergub dan KePgub
Surat Pengantar/Nota Dinas,

Rancangan Pergub dan KePgtibMendisposisi Surat pengajuan RancanSan

Pergub dan Kepgub dari Perangkat Daerah

kepada Pelaksana

Peraturan Perundang-undangan

RanPergub dan l(epgub
Peraturan Perundang-undangan

RanPergub dan XepgubMengoreksi dan memperbaiki Rancangan

dan Kepgub sesuaidengan ketentuan

peraturan Perundang_undangan.

Perundang undangan

RanPergub dan (ePgub
Peraturan Perundeng-undangan

RanPergub dan KepgubMengoreksi dan memperbaiki Rancangan

Pergub dan Kepgub sesuaidengan ketentuan

peraturan Perundang_undangan

Peraturan Perundang undangan

RanPergub dan KePgub
Peraturan PerundanS-undangan

RanPergub dan KepgubMen8oreksi dan memperbaiki Rancanga'

Pergub dan Kepgub sesuaidengan ketentuan

peraturan PerundanS-undangan,

Peraturan Perundang-undangan

terkaat, RanPerSub dan KePgub
Perundang undangan

RanPergub dan (epgubMengoreksi dan memperbaiki Rancangan

Pergub dan Kepgub sesuaiden8an ketentuan

oeraturan PerundanS_undangan

Peraturan Perundang-undangan

terkait, RanPergub dan Kepgub
Peraturan Perundang-undangan

RanPergub dan KepgubMelakukan Rapat Pembahasan Rancangan

Pergub dan Kep8ub sesuai arahan pimpinan'

Pelaksana
Mutu Baku

Keterangan

NO. Tahap Kegiatan
SubagTu Kepala Eiro Perunclang-

undangan

Pelaksana Kepengkapan Output

7 9 10 11.

1 2 3 5 6
5 Menit

1. t.ffl-I
5 Menit

2. f _l Rancangan Pergub dan Kepgub

5 Menit

3.

4.

I
I

* _l 5 Menit

1O Jam

I

val

5.

I

lroaK

10 Jam

6.

I"l
2 Jam

1.

""1 Tidak

2.lam

8. _l
Tidak

5 Jam

L 3l= AE :1-l
---fr

r.3.J



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganSubag TU Kepala Biro

Kabag Peraturan

Perundang'
undangan

Subag Ranperda Pelaksana Kepengkapan Waktu Output

L 2 3 5 6 81n Memperbaiki Rancangan Pergub dan Kepgub
sesuai hasil kesepakatan rapat dan membuat
Nota Dinas Permohonan Penandatanganan

9 10 tL

Y

*

Peraturan Perundang-undangan

terkait, RanPergub dan Kepgub
1 Jam Peraturan Perundang-undangan

terkait, RanPergub dan Kepgub

Pergub dan Kepgub.

Ya
11. Memperbaiki Rancangan Pergub dan Kepgub

sesuai hasil kesepakatan rapat dan memaraf
Nota Dinas Permohonan Penandatanganan
Pergub dan Kepgub.

Ya

Peraturan Perundang-undangan
terkait, RanPergub dan Kepgub

30 Menit Peraturan Perundang-undangan
terkait, RanPergub dan Kepgub

Tidilk

t2. Mernperbaiki Rancangan Pergub dan Kepgub
sesuai hasil kesepakatan rapat dan memaraf
Nota Dinas Permohonan Penandatanganan
Pergub dan Kepgub.

Ya

t

Tid
Peraturan Perundang-undangan
terkait, RanPergub dan Kepgub

30 Menit Peraturan Perundang-undangan
terkait, RanPergub dan Kepgub

1? Memperbaiki Rancangan Pergub dan Kepgub
sesuai hasil kesepakatan rapat dan memaraf
Nota Dinas Permohonan Penandatanganan
Pergub dan Kepgub.

Tid l( Peraturan Perundang-undangan
terkait, RanPergub dan Kepgub

30 Menit Peraturan Perundang-undangan

terkait, RanPergub dan Kepgub

L4. Menyarnpaikan Rancangan pergub dan
Kepgub ke Asisten, Sekda, Wakil Gubernur
dan Gubernur untuk penetapan dan
pengundangan.

Rancangan Pergub dan Kepgub,
Dokumen Pendukung lainnya

5 Menit Rancangan Pergub dan Kepgub,

Dokumen Pendukung lainnya

Terkait SOP

Penandatanganan

Peraturan Gubernur
dan Keputusan

Gubemur

IJ. Pemberian Nomor Pergub, Kepgub, Ingub,
clan pengundangan Pergub dalam Berita
Daerah. cf Pergub dan Kepgub 5 Menit Pergub dan Kepgub

Lb. Menginformasikan kepada Perangkat Daerah
pengusul bahwa Pergub dan Kepgub telah
selesai diproses. 6 Pergub dan Kepgub 30 Menit Pergub dan Kepgub

I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO HUKUM
BAGIAN PERATURAN PERUNDANG.UNDANGAN

,lomor SOP
Tanoqal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanqsal Efektif
Disahkan oleh

4 Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Alexoj Lumba. SH. M.Hum
NtP. 19670828 199510 1 001

Judul SOP Koordinasi Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan
Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

'L Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20't 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Presiden NomorSl Tahun 20'10 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 201G2025.

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
dan oerubahannya.

7. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
L Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi

Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap ll fanun 2018-2022.

'I. ASN,
2. Pendidikan minimal S1 Hukum

(eteIkaitan F!4lcta!&949!s&pcu
SOP Penetapan dan Pengundangan Peraturan Daerah
SOP Permohonan Nomor Register Peraturan Daerah

1. 1. ATK.
2. Komputer.
3. Printer.
4. Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Daorah

Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
tidak di taati maka terdapat Peraturan Daerah yang tidak dapat di tetapkan.

Disimpan dalam bentuk So,tcopy dan Hardcopy.



No. Tahep Xegiatan

Mutu Baku

Keterangan

5uba8 TU Kepala Biro

Kabag.

Pereturan
PerUUan

SubaB Ranperda
Pejabat

Pelaksana
Kepengkapan Output

2 3 5 6 7 I 9 10 11

1. Menerima Surat pengajuan Rancangan Peraturan Daerah

dari Perangkat Daerah, mengaSendakan, memassng

lembaran disposisidan m€nyampaikan kepada l(epala Biro.

Surat Pengajuan, Lembar D jspo5isi,

Naskah

Akademik/Penjelasan/Keterangan,
Ranperda

5 Meni! Disposisa Surat Pengajuan, Naskah

Akademik/Penjelasan/KeteranSan,
Ranperda

2. Mendisposisi 5urat penBajoao Rancangan Peraturan Daerah

dari Perangkat D3erah kepada Xabag. t? Disposisi Surat Pengajuan, Naskah

Akademik/Penjelasan/Kete.angan,
Ranperda

10 Menit Disposisi Surat Pengajuan, Naskah

Akademik/Penjelasan/Keterangan,
Ranperda

3. Mendisposisi Surat penSajuan Rancangan PeraturanDaerah

dari Perangkat Daerah kepada KasubaS.
----Y-L-F

Disposisi Surat Pengajuan, Naskah

Akademik/Penjelasan/Keterangan,
Ranperda

10 Menit Dasposisi Surat Pengajuan, Naskah

Akademil/Penjelasan/Keterangan,
Ranperda

4. Mendisposisi Suret pen8ajuan Rancangan Peraturan Daerah

dari Perangket Daerah kepada Pejabat Pelaksana-
J,

lf-
Dasposisi Surat Pengajuan, Naskah

Akademik/Penjelasen/Keterangen,
Ranperda

10 M€nit Disposis Surat PenSajuan, Naskah

Akademik/Penjelasan/KeterenSen,
Ranperda

5. Menyiapkan Dokumen Pendukung berupa peraturan

perundang-undan€an terkait, Surai Undangan RaPat dan

mehdistribusikan ke instansi terkait. *

Peraturen Perundang-undangan terkait,
Ranperda, Undangan

15lam Peraturan P€rundang-undangan

terkart Ranperda, UndenSan

6. Mel:!.:n:L:n ern:r Prmh:ha<an Ran.inp:n P€raturan .__v_IF--r- I'T-l Naskah

Akademik/Penjelasan/Keterangan,
Renperda

15 Jam Naskah

Akademik/Penjelasan/Xeterangan,
Ranperda

Daerah Provrnsi. :"r-F n--l k-
1. Melakukan paraf koodinasi terhadap Rancengan Peraturan

Daerah yang telah disusun. lr
Rancangan Peraturan Daerah l lam Rancangan Peraturan Daerah

8. Membuat Nota Dinas Permohonan pers€tLrjuan Gubernur

terhadap Ranperda untuk diajukan ke DPRD. A-+ Nota Dinas, Naskah

Akademik/Penjelasan/Keterangan,
Ranperda

5 Menit Nota Dinas Persetujuan Gubernur

9. Mengoreksi dan I/emaraf Nota Dinas Permohonan

Persetoj$n Gubernur terhadap Ranperda uniuk diajukan

ke DPRD. Apabila setuju menyampaikan kepade Kaba8,

apabila tidal setuju dikembalikan kepada pelaksana untuk

diperbaiki-

Tidak

Nota Dinas Persetujuan Gubernur 15 Menit Nota Dinas Percetujuan 6ubernur

10. Mensoreksi den Memaraf Nota Dinas Permohonan

*r
&

Tidak Nota Oinas Persetujuan Gubernur 20 Men,t Nota Danas Persetujuan Gubernur

Persetutuan buoernur rernaoap Kanperoa umu. o'dluKdI'

ke DPRD Apabila setuju menyempaiken kepada Karo,

apabila tidak setuju dikembalikan kepade xasubag ranperda

untuk daperbaiki.

I

I

I

I

I

I



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan
Subag TU Kepala Biro

Kabag.

Peraturan
pUUan

Subag Ranperda
Pejabat

Pelaksana
Kepengkapan Waktu Output

5 6 8 10
11 Mengoreksi dan Memaraf Nota Dinas Permohonan

Persetujuan Gubernur terhadap Ranperda untuk diajukan
ke DPRD.

r,,."*

Nota Dinas Persetujuan Gubernur 30 Menit Nota Dinas Persetujuan Gubernur

72. Menyampaikan Nota Dinas Permohonan Persetujuan
Gubernur ke Asisten. Sekda dan Gubernur, B Nota Dinas, Naskah

Akademik/Penjelasan/Keterangan,
Ranperda

5 Menit Nota Dinas, Naskah

Akademik/Penjelasan/Keterangan,
Ranperda

13. Membuat Surat Penyampaian Rancangan Perda ke DPRD.

IA

Surat Penyampaian Ranperda, Naskah

Akademik/Penjelasan/Keterangan,
Ranperda

10 Menit Surat Penyampaian Ranperda,

Naskah

Akademik/Penjelasan/Keterangan,
Ranperda

1A Mengoreksi dan memaraf Surat Penyampaian Rancangan

Perda ke DPRD.

Y"l
l
Tldak

Surat Penyampaian Ranperda ke DPRD 15 Menit Surat Penyampaian Ranperda ke

DPRD

t:. Mengoreksi dan memaraf Surat Penyampaian Rancangan

Perda ke DPRD. t"l -11a,J
Surat Penyampaian Ranperda ke DPRD 20 Menit Surat Penyampaian Ranperda ke

DPRD

15. Mengoreksi dan memaraf Surat Penyampaian Rancangan

Perda ke DPRD. + Tidak

Surat Penyampaian Ranperda ke DPRD 30 Menit Surat Penyampaian Ranperda ke

DPRD

Lt. Menyampaikan Surat Penyampaian Rancangan Perda ke

Asisten dan Sekda. Gn
Surat Penyampaian Ranperda, Naskah

Akademik/Penjelasan/Keterangan,
Ranperda

5 Menit Surat Penyampaian Ranperda,

Naskah

Akadernik/Penjelasa n/Ketera ngan,

11

I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAEMH

BIRO HUKUM
BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tangqal Efektif
Disahkan oleh Kepala Hrro HuKum

4 Setda Provinsi Nusa T

Judul SOP Proses Permohonan Nomor Register Rancangan
Peraturan Daerah

Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

'1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12'Iahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor35Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Ooerasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

dan perubahannya.
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi

Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap ll lanun 2018-2022.

1. ASN.
2. Pendidikan minimal Sl Hukum

Keterkaitan: Peralatan/perlenokapan :

SOP Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
SOP Proses Penetapan dan Pengundangan Peraturan Daerah

1.

2.

1. ATK.
2. Komputer.
3. Prinler.

4 Pedoman Teknis Penvusunan Produk Hukum D€erah
Perlnqatan: Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur Permohonan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah tidak di

taati maka terdapat Peraturan Daerah yang tidak dapat di tetapkan dan di undangkan.
Disimpan dalam bentuk Soncopy dan Hadcopy.



Mutu Baku

Ket€ranSan
Tahap Kegiatan

subagTU Kepala Biro

Kabag.

puUan

Suba8.

Ranperda
Xepengkapan OutPut

3 4 5 6 7 8 9 10 11

M"*"." lt*'l F"til't"t,/E ;iuasi Rtnperd. dariMendagi,

menSagendakan dan memasang lembaran dr\posrsl

Hasil Fasilitasi/Evaluasi RanPeda dari

Mendagri, tembar DGPosisi

5 Menrt Oisooslsi Has I Fasi itasi/€va uasi Ranperda
1. P dar; Mendagri, Lembar Disposisi

2. lvlendi5posisi Hasil Fasilitasi/Evaluasi Rancangan Peraturan

oaerah dari Menda8ri kepada KabaS *
Disposisi Hasil Fasilitasi/Evaluat

Ranpeda dari Mendagri, leinbar Disposisi

10 Menit Disposisl Hasil Fasilitasi/Eva luasi Re nperda

dari Mendagri, Lembar Oisposisi

3. Mendisposisi Hasil Fasilitasi/[valuasi RancanSen Peraturan

Daerah dari Mendagri kepada (asubag & Disposisi Hasil Fasilitasi/Evaluasi

Ranperda dari MendaSri, Lembar

Disposisi

20 Menit Disposisi Hasil Fssilitasr/Evsluasi

Ranperda dari Menda8ri, Lembar

Disposisi

& Disposisi Hasil Fasilitasi/Evaluasl

Ranperda dari Mendagri, Lembar

Disposisj

30 Menit Disposisi Hasil Fasalitasi/€valuesi

Ranperde dari MendeSri, Lembar

Disposisi

4. Mendisposisi Hasil Fasilitasa/€valuasi Rancangan Peraturan

Daerah dari Men&gri kepada Pelaksana

5. Menyesuaiken Rancan8an Perda dengan Hasal

Fasilitasi/Evaluasi dari Mendagri t
val

Hasil Fasilitasi/Evaluasi Ranperda,

Ranperda

l lam Ranperda telah sesuei denSan hasil

fasilitasi/evaluasi

5. Mengoreksi ranperda yang t€lah disesuaikan den83n hasil

fasilitasi/evaluasi dari mendaSri
'"I + -----r---

I_-J
Tidak

Hasil Fasilitasi/Evaluasi Ranperda,

Ranperda

20 Menit Ranperda telah sesuaidengan hasil

Iasilitasi/evaluasi

7. Mengoreksi ranperda yang telah disesuai*an den8an hasil

f asilitasi/evaluasi dari mendaSri r + J
Tidak

Hasil Fasilitasi/€valuasi Ranperda,

Ranperda

30 Menrt Ranperda telah sesuaidengan hasil

fasilitasi/evaluasi

8. MenSoreksi ranperda yangtelah disesuaikan dengan hasil

fasilitasi/eveluasi dari mendagri + Tidak

Hasii Fasilitssi/€valuasi Ranperda,

Ranperda

40 Menit Ranperda telah sesuai dengan hasil

fasilitasi/evaluasi

9. Membuat surat Permohonan Nomor Register Ranperda ke

Mendagri Yal

Ranperd, telah s€suaidengan hasil

fasilitasi/evaluasi

10 Menit Ranperde telah sesuaidengan hasil

fasilitasi/evaluasi

10. mengorelsidan memaraf Surat Petoohonan Nomor

Register fianperda ke Mendagri YaT + Ranperda telah sesuaidengan halil
fasilitasi/evaluasi

20 Menrt Surat Permohonan Nomor Register telah

diparaf

11. mengoreksi den memaraf Surat Permohonan Nomor

ReSister Ranperda ke Mendagri v"I + I
Tidak

Ranperda telah sesuaidengan hasil

fasilitasi/evaluasi

30 Menrt Surat Permohonan Nomor Registerleleh

diparaf

12. mengof€ksidan memaraf Surat Permohonan Nomor

Register Ranperda ke Mendagri + l ',0*

6

Hasil Fasilitasi/Evaluasi Ranperda,

Ranperda

40 Men t Surat Permohonan Nomor Register telah

diparaf

2

I

I

I

fir

#



No Kepengkapan

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

13. Menyampaikan Surat Peamohonan Nomor ReSister

Ranperda ke Asisten dan Sekda I fr Ranperda, Eerita Acara Persetujuan

Sersama Gubernur dan DPRD, Hasil

Fast/Evaluasi Mendagri

5 Menit Ranperda, Eerita Acara Persetujuan
Bersama Gubernur dan oPRD, Hasil

FasVEvaluasi Mendagri

14. MenSirim Surat permohonan Nomor Register ke Menteri

Dalam Negeri melalui emoil 6 Surat Permohonan Nore8, RenPerda,

Berita Acara Persetuiuan Bersama

6ubernur dan DPRD, Hasil

Fast/€valuasi MendaSri

15 Menit Surat Permohonan Noreg dan

kelengkapan dikirim ke MendaSri

Tahap Kegiatan

Mutu Baku

(eterangan

Subag TU Xepala Biro

Xabag.

oUUan

5ubag,

Ranperda
Output



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TTMUR
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO HUKUM
BAGIAN PERATURAN PERUNDANG.UNDANGAN

tlomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
r anggat Efektif
Disahkan oleh Kepaffi

J(setda Provins'):T t7nn"r" rin;'lr' 
/y'u

Judul SOP Proses Penetapan, Penomoran dan pengundangan
Peraturan Daerah

Hukum Kualifikasi
Undang-Undang ttomor tZ
Undanqan.
undang -undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan perubahannya.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan
Penvelenqoaraan Pemerintahan Daerah.
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2o1o-
2025.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dan
Peneraoan Standar ODerasional prosedur Administrasi peme;ntanan.
Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor Bo ranun zois tentJi pembentukan produk
Hukum Daerah dan perubahannya.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2g r ahun 2017 tentang petunjuk reknis
Penyusunan dan Pelaksanaan standar operasaonal prosedur Adminastrasi pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 20.1g tentang Road Map

1. SoP Koordinasi penyusunffi
2. SOP Permohonan Nomor Register peraturan Daerah.

1, ATK.
2. Komputer.
3. Printer.
4. Pedoman Teknis Penyusunan produk Hukum Daerah.

dan)ila Standar Operasional
maka terdapat Peraturan Daerah yang tidak dapat di tetapkan dan dj undangkan.

Disimpan dalam bentuk Softcopy aan naracopy.

2.
3.

5.

6.

7

2. Pendidikan minimal S1 Hukum



No. Tahap Kegiatan

Felaksana Mutu Baku

Keterangan
SubagTU Kepala Biro

Kabag Peraturan
perundang

t,ndangan
Subag Ranperda Pelaksana Kepengkapan Outpu!

I 2 3 5 6 7 8 9 10 11
t. Menerinra Surat pemberian Nomor Register perda dari

Mendagri, men8agendakan dan memasanStembaran
disposisi. F Surat Permohonan Nomor

Register, Lembaran Disposisi

5 Menit Surat Permohonan Nomor
ReSister, Lembaran Disposisi

2. Mendisposisi Su rat Pemberian Nomor Regilter
PeratuEn Daerah dari Mendagri kepada Kabag. 15 Surat Permohonan Nomor

Registet Lembaran Disposisi

10 Menit Suaat Permohonan Nomor
Register, Lembaran Dasposisi

3. Mendi5posisi Su rat Pemberian Nomor Register
Peraturan Daerah dariMendagd kepada Kasubag. d] Surat Permohonan Nomor

Register, lembaran Oisposisi

20 Menit Surat Permohonan Nomor
Register, Lembaran Disposisi

4. Men disposjsi Su rat Pemberian Nomor Register
Peratu.an 0aerah dari Mendagri kepada peraKsana. 15 Soaat Permohonan Nomot

Register, Lembaran Dasposisi

30 Menit Surat Permohonan Nomoa

Register, Lembaran Oisposisi

5. Membuat Nota Dinas Penandatanganan Perda,
Memberi Nomor Perda, Nomor Lembaran Daerah,
Nomor Register dan NomorTambahan [embaran
Daerah pada Perda yang akan ditetapkan dan
diundangkan.

Surat Permohonan Nomor
Register, Buku Penomoran,

Lembaran Daerah, Tambahan
lembaran Daerah, Perda

30 Menit Peraturan Daerah

6. MengoreksiNota Dinas, Memaraf Nota Dinas dan
Peraturan Daerah yang akan ditetapkan dan
diundangkan. + l'0",

Nota Dinas, Surat Pemberian

Nomor Register, Perda

15 Menit Nota Dinas dan Perda telah
diparaf

7. Men8oreksiNota Dinas, Memaraf Nota Dinas dan
Peraturan Oaerah yanE akan ditetapkan dan
diundangkan. + Tidak

Nota Dinas, Surat Pemberian

Nomor flegister, Perda

20 Menit Nota oinas dan Perda telah
diparaf

8. MensoreksiNota Dinas, Memaraf Nota Dinas dan
Peraturan Oaerah yanS akan ditetapkan dan
diundangkan. +-JTidak

Nota Dinas, Surat Pemberian

Nomor Register, Perda

30 Menit Nota Dinas dan Perda telah
diparaf

9. menyampaikan Nota Dinas dan Perda yang akan
datetapkan dan diundangkan ke Asisten, Sekda, Wagub
dan GlJbernur, b Nota Dinas, Surat Pemberian

Nomoa Register Perda yanB telah
diparaf

15 Menit Nota Dinas dan Perda telah
diparaf untuk ditetapkan dan

diundangkan



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO HUKUM
BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, /

Alexol Lumba. SH, M.Hum
NlP. 19670828 199510 1 001

Judul SOP Kaji Ulang Peraturan Daerah

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

1.

7.

6.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan peraturan perundang-t.;1636g6rt
Undang -Undang Nomor 23 Tahun 20'14 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya.
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 20'10-
zuzc
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi pemerintahan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 201S ientang pembentukan produk Hukum
Daerah dan perubahannya.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan standar operasional prosedur Administrasi pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Peraluran Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 20l8 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara TimurTahap ll Tahun ZOjS-2O22.

1. ASN,
Pendidikan minimal 51 Hukum

Keterkaitan Peralatan/perlengkapa! :

1. SOP Penetapan Peraturan Daerah
2. SOP Penetapan Keoutusan Gubernur
3 SOP Penanganan Surat Keluardi Biro Hukum

2. Komputer.
3. Pfinter.

4. Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah

TK,1.

Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur Kaji Ulang Peraturan Daerah tidak berjalan mafsrmal, rnaxa
akan berdampak pada kepastian hukum.

Disimpan sebagai data 6lektronik dan manual

J



Mutu Saku

Keterangan
NO Tahap Kegiatan

Pelaksana

(asubag.

Pengkajian

Perda dan

Dokrlmentasi
Hukum

Kabag.

Peraturan

Perundang-

lJndan8an

Kepala Biro Kelengkapan Output

5 6 7 8
30 Jam

9 10

1 2 3

1. Menginventarlsir dan mengajukanPerda_

Perda yang berpotensi untuk dikaji. rp
I

Perda, Peraturan Perundang undangan

lainnya, guku Euku Hukum dan Karya llmiah;

dan disposisi

Perda, Peraturan rerunoanS-unoangdn

lainnya, Buku-guku Hukum dan (arya llmiahi

dan disposisi

Perda, Peraturan Perundang undangan

lainnya, Buku_Buku Hukum dan Karya llmiah;

dan dasposisi

l Jam Perda, Peraturan PerundanS-undangan

lainnya, Buku-8uku Hukum dan Karya llmiah;

dan disposasi

2. t' 
",tgo|'"kri 

& rn.nuntrkan Perda-Perda yang

akan dikaii
ridak 

I

Perda, Peraturan PerundanS_undangan

lainnya, Buku_8uko Hukum dan Karya llmiah;

dan disposisi

l Jam Perda, Peratulan PerundanS-undangan

lainnva, Buku'Buku Hukum dan Xarya llmiah;3. iF"n go."kri & rnen"ntukan Perda-Perda yang

akan dikaji
Tidak

dan disposisi

Perda, Peraturan Perundang'undangan

lainnya, guku guku Hukum dan Karya llmjah;

dan disposisi

I lam Disposisi Acc, Perda, Peraturan Perundang

undangan lainnya, Buku-Buku Hukum dan

Karya llmiah; dan disposisi

Fengoreks- & memut,rskan Perda Perda yang

akan dikaji
Tidak

DsposisiAcc, Perda, Perat!ran PerundanS_

undangan lainnya, guku_guku Hukum dan

Karya llmiah; dan disposisi

30 Menii Disposisi tindak lanjut, Perda, Peraturan

Perundang undangan lainnya, Buku_Buku

Hukum dan (arya llmiah;dan disposisj

5. obpo.isl *tut p"l"ktanaan kaii ulang Perda

dengan mempersiapkan Rancangan Keputusan

Gubernur tentang Perda yang akan dikaji&
penetapan tenaga ahli

J
\-t_
-J

Disposisi tindak lanjut, Perda, Peraturan

PerLrndans-undangan lainnVa, Buku_Buku

Hukum dan Xarya llmiah; dan disposisi

30 Menit Disposisitindak lanjut, Perda, Peraturan

PerundanS-undangan iainnya, Buku-8uku

Hukum dan Karya llmiahi dan disposisi

6.

7.

8.

Disposisi untuk pelaksanaan kaji ulang Perda

denSan mempersiapkan RancanSan Keputusan

Gubernur tentang Perda yanS akan dikaji &

penetapan tenaga ahli

Membuatdraft keputusan Gubernurtentang

Perda yang akan dikaji, penetapan tena8a ahli,

narasumbea & moderator

Mengoreksi draft keputusan Gubernur

tentang Perda yanB akan dikaii, penetapan

tenaga ahli, narasumber & moderator

YA

I

Disposisi tindak lanjut, Perda, Peraturan

PerundanS-undangan lainnYa, Buku-Buku

Hukum dan (arya llmiah; dan disPosisi

15lam Draft Keputusan Gubernurtentang Perda

yang akan dikaji, penetapan tenaga ahli,

nara5umber & moderatol

Tidak

I
I

tlraiiKeputusan Gubernur tentang Perda

yang akan dikaji, penetapan tenaga ahli,

narasumber & modelator

l Jam Draft Keputusan GubernurtentangPerda
yang akan dikaji, penetapan tenaga ahli,

narasumber & moderator

- g

6raft Keputrsan GubernurtentanSPerda
yang akan dikaii, penetapan tenaga ahli,

narasumber & moderator

2 Jam Draft Keputusan Gubernur tentang Perda

yang akan dikaji, penetapan tenaga ahli,

narasumber & modeaator

9. Mengoreksi draft keputusan 6ubernur

tentang Perda yang akan dikaii, penetapan

tenaga ahli, narasumber & moderator

ridak 
I



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan
Pelaksana

Kasubag.

Pengkajian

Perda dan

Dokumentasi

Hukum

Kabag.

Peraturan

Perundang-

Undangan

Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output

10. Mengoreksi & menyetujui draft keputusan
Gubernur tentang Perda yang akan dikaji,
penetapan tenaga ahli, narasumber &
moderator

?
I

Tidak I

Draft Keputusan Gubernur tentang Perda
yang akan dikaji, penetapan tenaga ahli,

narasumber & moderator

2 Jam Draft Keputusan Gubernur tentang Perda

yang akan dikaji, penetapan tenaga ahli,

narasumber & moderator

I7 Mengirimkan draft keputusan Gubernur
kepada Sub Bagian Rancangan Peraturan &
Keputusan Gubernur untuk proses penetapan

l Jam

yang akan dikaji, penetapan tenaga ahli,

narasumber & moderator
tentang Perda yang akan dikaji, penetapan

tenaga ahli, narasumber & moderator

t2. Mengirimkan keputusan Gubenur, dan Perda

kepada Tenaga Ahli, nara sumber untuk dikaji.
fanda terima, Draft Keputusan Gubernur
fentang Perda yang akan dikaji, penetapan

tenaga ahli, narasumber & moderator

5 Jam Tanda Terima

13. Melakukan persiapan administratif untuk
pelaksaan seminar kaji ulang Perda

:

Konsep Surat Undangan, Konsep Naskah

Sambutan Pembukaan, Koordinasi Tempat
Kegiatan, Koordinasi Penyiapan Konsumsi,

menggandakan bahan/materi seminar,

Menyiapkan Spanduk dan Dokumentasi

1.5 Jam Konsep Surat Undangan, Konsep Naskah

Sambutan Pembukaan, Koordinasi Tempat
Kegiatan, Koordinasi Penyiapan Konsumsi,

menggandakan bahan/materi seminar,

Menyiapkan Spanduk dan Dokumentasi

1A Melakukan Seminar Kaji Ulang Perda -r-l Daftar Hadir Peserta, Materi Seminar,

Dokumentasi, Notulen Rapat
7 Jam 30 Menit

Daftar Hadir Peserta, Materi Seminar,

Dokumentasi, Notulen Rapat-1 1

.t). Membuat laporan dan hasil rekomendasi kaji
ulang Perda d3

Daftar Hadir Peserta, Materi Seminar,

Dokumentasi, Notulen Rapat 7 Jam

Draft Laporan Hasil Kegiatan Seminar Hasil

Kaji Ulang Perda

fo. Mengoreksi laporan dan hasil rekomendasi kaji
ulang Perda

Tidak -l Draft Laporan Hasil Kegiatan Seminar Hasil

Kaji Ulang Perda 2 jam
Draft Laporan Hasil Kegiatan Seminar Hasil

Kaji Ulang Perda

17. Mengoreksi laporan dan hasil rekomendasi kaji
ulang Perda

Iidak Draft Laporan Hasil Kegiatan Seminar Hasil

Kaji Ulang Perda 2 Jam

Draft Laporan Hasil Kegiatan Seminar Hasil

Kaji Ulang Perda

18. Mengoreksi laporan dan hasil rekomendasi kaji
ulang Perda ridar I

Draft Laporan Hasil Kegiatan Seminar Hasil

Kaji Ulang Perda 2 Jam

Laporan Hasil Kegiatan Seminar Hasil Kaji

Ulang Perda

lt. Menggandakan, Mengirim ke Perangkat
Daerah dan Mengarsipakn Hasil Kaji Ulang
Perda 6 Laporan Hasil Kegiatan Seminar Hasil Kaji

Ulang Perda 7 Jam

Tanda Terima

I

I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO HUKUM
BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NtP. 19670828 199510 1 001

Koordinasi Penyusunan Naskah Pedanjian llibah Daerah

5.
6.
7.

L

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan pertanggungjawaban
Keuangan Negara.
Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya.
Peraturan Pemerintah Nomor'12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Pemerintah Dasrah.
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2O l 0-2025.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 20'18 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.
Peraturan l\renteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan
Daerah dan Perubahannya.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya.
Peraturan lventeri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dan penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 20 l7 tentang petunjuk Teknis penyusunan
dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasl

Timur Tahap ll Tahun 2018-2022.

1. SOP Penanganan Surat Masuk di Biro Hukum 1. ATK,
2. Komputor.
3. Printer.
4. Pedoman Taknis Penvusunan Produk

Standar Operasional Prosedur Koordinasi Penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tidak di taati,
NPHD yang tidak dapat di tetapkan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

2. Pendidikan minimal Sl Hukum



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan
Subag TU Kepala Biro

Kabag Peraturan

pUUan

Subag

Pengkajian

Perda dan

Dokumentasi

Hukum

Pelaksana Kepengkapan Waktu Output

I 2 4 5 7 at 9 10 111. Menerima Surat pengajuan Rancangan
NPHD dari Perangkat Daerah,
mengagendakan dan memasang lembaran
disposisi.

.F Surat Pengantar/Nota Dinas,

Rancangan NPHD, Lembar Disposisi

5 Menit Disposisi Surat Pengantar/Nota Dinas,

NPHD, Lembar Disposisi

2. Mendisposisi Surat pengajuan Rancangi-
NPHD dari Perangkat Daerah kepada
Kabag. &- -l

Disposisi Surat Pengantar/Nota Dinas,

Rancangan NPHD
5 Menit Disposisi Surat Pengantar/Nota Dinas,

Rancangan NPHD

3. Mendisposisi Surat pengajuan Rancangan
NPHD dari Perangkat Daerah kepada
Kasubag. C:r- Disposisi Surat Pengantar/Nota

Dinas, Rancangan NPHD

5 Menit Disposisi Surat Pengantar/Nota
Dinas, Rancangan NPHD

4. Mendisposisi Surat pengajuan Rancangan
NPHD dari Perangkat Daerah kepada
Pelaksana. & Disposisi Surat PengantarfNota

Dinas, Rancangan NPHD

5 Menit Disposisi Surat Pengantar/Nota
Dinas, Rancangan NPHD

5. Mengoreksi dan memperbaiki Rancangan
NPHD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Peraturan Perundang-undangan

terkait dan Rancangan NPHD

2Jam Peraturan Perundang-undangan

terkait dan Rancangan NPHDYa

5. Mengoreksi dan memperbaiki Rancangan
NPHD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Tidak Peraturan Perundang-undangan

terkait, Rancangan NPHD

2 Jam Peraturan Perundang-undangan

terkait, Rancangan NPHDYa

7. Mengoreksi dan memperbaiki Rancangan
NPHD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Tidal Peraturan Perundang-undangan

terkait, Rancangan NPHD

2 Jam Peraturan Perundang-undangan

terkait, Rancangan NPHD

Mengoreksi dan memperbaiki Rancangan
NPHD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Tidak Peraturan Perundang-undangan

terkait, Rancangan NPHD

2 Jam Peraturan Perundang-undangan

terkait, Rancangan NPHD

9. Memperbaiki Rancangan NpHD dan
membuat Nota Dinas permohonan

Penan data n ga na n Jrl p H D.

Ya

.t. + Peraturan Perundang-undangan

terkait, Rancangan NPHD

1 Jam Peraturan Perundang-undangan

terkait, Rancangan NPHD

10. Mengoreksi Rancangan NpHD dan Memaraf
Nota Dinas Permohonan penandatanganan

NPHD.

\-l I

Tidak

Peraturan Perundang-undangan, 30 Menit Peraturan Perundang-undangan,

Rancangan NPHD dan Nota Dinas"J
)

Rancangan NPHD dan Nota Dinas

I

I

*l



Pelaksana Mutu Baku

Keterangan
No. Tahap Kegiatan

Suba8 TU Kepala Biro
Kabag Peraturan

pUUan

subag

Pengkajian

Perda dan

Dokumentasi
Hukum

Pelaksana Kepengkapan Output

5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 g

A

I ria"

Peraturan PerundanS-undanSah,

Rancan8an NPHD dan Nota Danas

30 Menit Peraturan PerundanS-undangan,

Rancangan iIPHD dan Nota Dinas11. Mengoreksl Rancangan NPHD dan Memaraf

Nota Dinas Permohonan Penandatanganan

NPHD

TA

IX Peraturan Perundang-undangan,

Rancangan NPHD dan Nota oinas

30 Menit Peraturan Perundang-undangan,

Rancangan NPHD dan Nota Dinast2. lvlengoreksi Rancangan NPHD dan Memaraf

Nota Dinas Permohonan Penandatanganan

NPHD #
Rancangan NPHD, Nota Dinas dan

Dokumen Pendukung lainnYa

5 Menit Rancangan NPHD, Nota Dinas dan

Dokumen Pendukung lainnyamJyimpaikan nancangan NPHD ke

Asrsten, Sekda dan Wakil Gubernur untuK

penandatanganan

qF
c,t NPHD 5 Menit NPHD

14. Pemberian Nomor NPHD

6 NPHD 30 Menit NPHD
venginlormasikan kepada Perangkat

Daerah pengusul bahwa NPHD telah selesai

drproses



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO HUKUM
BAGIAN PERATURAN PERUNDANG.UNDANGAN

NIP. 1

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 33 Fahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Nasional.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian.
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.
Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 'l2 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.
Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pernerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.
Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap ll
Tanun 2018-2022.

2.

4.

o.

7.

1. Pendidikan minimal SLTA

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :

'1. SOP Penanganan Surat Masuk di Biro Hukum 1. ATK,
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila tidak melaksanakan Standar Operasional Prosedur Dokumenlasi Hukum,
maka dokumen hukum tidak dapat tertata dengan baik.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

tar
an

al Revtsr

utsahKan oleh KeDala tjtro HuKum
( Setda ProvinsiNust TfgSa rinur, I

udul SOP iumentasi Hukum



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganPelaksana Subag

Tata Usaha

Kepala Biro

Hukum

Kabag.

Peraturan

Perundang-

undangan

5ubag

Pengkajian

Perda dan

Dokumentasi
Hilklrm

Pelaksana Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 5 8 I 10 11

T, Menerima dan mencatat Produk Hukum

Pusat dan Daerah, Tulisan Karya llmiah

Bidang Hukum dan Bentuk Data lainnya. P
Surat pengantar,

produk hukum dan

lembar disposisi
15 Menit

Surat pengantar,

produk hukum

dan lembar

disposisi

2. Disposisi tindak lanjut produk Hukum Pusat

dan Daerah, Tulisan Karya llmiah Bidang

Hukum dan Bentuk Data lainnya

Surat pengantar,

produk hukum dan

lembar disposisi
10 Menit

Surat pengantar,

produk hukum

dan lembar

disposisi

3. Disposisi tindak lanjut produk Hukum Pusat

dan Daerah, Tulisan Karya llmiah Bidang

Hukum dan Bentuk Data lainnya d3
Surat pengantar,

produk hukum dan

lembar disposisi
10 Menit

Surat pengantar,

produk hukum

dan lembar
disoosisi

4. Disposisi tindak lanjut produk Hukum Pusat

dan Daerah, Tulisan Karya llmiah Bidang

Hukum dan Bentuk Data lainnya d3
Surat pengantar,

produk hukum dan

lembar disposisi
15 Menit

Surat pengantar,

produk hukum

dan lembar

disposisi

)- Menghimpun, memilah, mengkoding dan

mendoku mentasikan. & Surat pengantar,

produk hukum dan

lembar disposisi
60 Menit

Surat pengantar,

produk hukum

dan lembar
disnosisi

I

I
I

l



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT OAERAH

BIRO HUKUM
BAGIAN BANTUAN HUKUM

Nomor SOP
Tangqal Pembuatan
anggal Revrsr

Tanqqal Efektif
DrsahKan oleh

ggara Timur,

NtP. 19670828 1995101 001

Judul SOP Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

1. HIR dan Rbg.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan

Perubahannva.
3. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 201'l tentang Bantuan Hukum.
4. Peraturan Presiden Nomor S l Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

2010-2025.
5. Peraluran MenteriDalam Negeri Nomor t2 Tahun 2014 tentang pedoman penanganan

Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri PANdan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan

dan Penerapan Standar Operasional ProsedurAdminislrasi Pemerintahan.
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tedang petunjuk

Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap ll Tahun 20'18-
2022.

1 Pendidikan minimal S'1 Hukum

Keterkaitan Peralatan/perlenqkapan :

SOP Pelayanan Bantuan Hukum di Luar Pengadilan 1. ATK,
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan Pencatalan dan pendataan :

Apabila pelayanan bantuan hukum di pengadilan tidak di lakukan, maka akan berdampak
pada tidak tercapainya keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.



Lembar disposisi dan

berkes surat gugatan
lember di5posisidan
berkas surat Bugatansuret 8u8atan, menSaSendaKan,

menyelipkan lembar disPosisi dan

menyamPaikan kepada KePala Biro

Lembar disposisidan
berkas surat SuBatan

[embar disposisi dan

berkas surat guSatan
Lembar disposisiden

berkas surat Eugatan

Lembar disposisi dan

berkas suratgugatanmenyiapkan ad m Inistrasi gurat kuasa, sulat

tugas dan meterai

fule;buat surat tugal dan surat kuasa

konsep suret kuasa dan surat tuges

Mengoreksi konsep surat kuasa dan surat tugas

Mengoreksl konsep surat kuasa dan surat !u8as

konsep sulat kuasa dan surat tu8as

penyerahan dan penSarslpan

Mutu Baku

KeteranSan

No,
-fahap (egiatan

Suba8TU Karo Hukum
Kaba8 Bantuan

Hukum Eantuan Hukum

Pelaksana subag

Sengketa dah

Bantuan Hukum

Kelengkapan output

4
8 9 10 1

1 10 menit
1.

10 menit lembar disposisi dan

berkas surat gugatan2. DisposisiKero ke KabaB ff --- l

* I

Lembar disposlsidan
berkas surat SuEatan

10 menLt Lembar disposisidan
3. Dispositi Kabag ke Xasubag berkas surat guBatan

.l 10 rnenrt

4. Disposisi Kasubag ke Pelaksana r--l_
d 450 menrt Lembar disoosisi dan

5. berkas surat Sugalan

I
120 ment

6.

7.

r-T 1 L berkas surat gugatan surar rugas

I
.t# Konsep surat kuasa dan 60 menit

iuratrugassurar rugas+ I Tidak Konsep surat kuaga dan

turat ru8a5

30 menit T-"ntatif

8. 9Urat ruSas

I + | 
.,'0, Konsep surat kuasa dan 30 menlt

9.

to

surat iugas turat tugas

+ I Tidal
Konsep surat kuasa dan

5lllat tu8a5

30 menit
surattugas

6 Konsep surat kuasa oan 450 menit Srrr.i xua<a dan Surat

11. Iugas



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO HUKUM
BAGIAN BANTUAN HUKUM

Dasar Hukum Kualiflkasi pelaksana :

1.

2.

4.

HIR dan Rbg.
Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Perubahannya.
Undang - Undang Nomor 16 Tahun 20'll tentang Bantuan Hukum.
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 20'14 tentang Pedoman
Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petuniuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap ll Tahun 2018-
2022.

7.

8.

1. Pendidikan minimal 51 Hukum

Keterkaitan Peralatan/perlenqkapan :

SOP Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan ,I. ATK.
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila pelayanan bantuan hukum di luar pengadilan tidak dilakukan maka akan
berdampak pada terlambatnya penyelesaian pengaduan masyarakat diluar pengadilan
untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ketera nga n
Subag Karo Hukum Kabag Bantuan Hukum

Subag Sengketa dan

Bantuan Hukum

Pelaksana Subag

Sengketa dan
Bantuan Hukum

Kelengkapan Waktu Output

L 3 5 6 8 9 10 11
1 Menerima surat pengaduan,

mengagendakan, menyelipkan lembar
disposisi dan menyampaikan kepada
Kepala Biro ry

Lembar disposisi dan

berkas pengaduan
10 menit Lembar disposisi dan

berkas Pengaduan

2. Disposisi Karo ke Kabag

-:-

Lembar disoosisi dan

berkas Pengaduan

10 menit Lembar disposisi dan

berkas Pengaduan

3. Disposisi Kabag ke Kasubag

r-g-Tlr
Lembar disoosisi dan

berkas Pengaduan

10 menit Disposisi dan Berkas

Pengaduan

Disposisi Kasubag ke Pelaksana r-*-rIF
Disposisi dan Berkas

Pengaduan

10 menit Disposisi dan Eerkas

Pengaduan

5. Persiapan administrasi surat-menyurat
terkait rapat

l- dr Disposisi dan Berkas

Pengaduan

450 menit Disposisi dan Eerkas

Pengaduan

6. Melakukan Rapat bersama Trm ru *r-L- )t-t
_ll-

I

Disposisi dan Berkas

Pengaduan

120 menit Hasil rapat

Membuat surat jawaban pengaduan Hasil rapat 50 menit Konsep surat jawaban

pengaduan

8. Mengoreksi konsep surat jawaban
pengaduan

Ya

];
Konsep surat jawaban 30 menit Konsep surat jawaban

pengaduan

Tentatif

9. Mengoreksi konsep surat jawaban
pengaduan

r
Konsep surat jawaban 30 menit Konsep surat jawaban

pengaduan

I

I

I

I

Ya | ,,0



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan
Subag Karo Hukum Kabag Bantuan Hukum

Subag Sengketa dan

Bantuan Hukum

Pelaksana Subag

Sengketa dan

Bantuan Hukum
Kelengkapan Waktu Output

1 3 5 6 8 9 10 L1
10. Mengoreksi konsep surat jawaban

pengaduan

r,,,,.

Konsep surat jawaban 30 menit Surat jawaban

pengaduan

L1. Penggandaan, pengiriman dan Surat jawaban

pengaduan
450 menit Surat jawaban

pengaduanpengarsipan surat jawaban pengaduan
I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO HUKUM
BAGIAN BANTUAN HUKUM

Nomor SOP
Tanqqal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Dtsahkan oleh

ggara Timur,
/

NtP. 19670828 199510't 001
Judul SOP Diseminasi Pembentukan Kabupaten/Kota Peduli Hak

Asasl Manusia

Dasar Hukum KualitikasiI)elaksana :

1.

4.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 201 1 tentang Hak Penyandang Disabilitas.
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
zvzc.
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Preside Nomor 75
Tahun 201 5 tentans MNHAM 201 5-2019.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24fahun2017 tentang Pedoman
materi muatan Hak Asasi Manusia dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap ll Tahun 2O18-2022.

7.

8.

9.

10.

Pendidikan minimal S1 Hukum

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat di Kabupaten/Kota
SOP Harmonisasi Peraturan Daerah

1, ATK.
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan Pencatatan dal pe4qqla n :

Apabila diseminasi pembentukan Kabuoaten/Kota peduli Hak Asasi Manusia tidak dilakukan
maka berdampak pada tidak terc€painya pemenuhan Hak Asasi Manusia di Kabupaten/Kota.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

lg Setda Provinsi Nusa T



Tahap Xegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan
SubagTU

Kabag Bantuan
Hukum

Xasubag HAM XelenSkapan Output

I 2 3 5 6 7 8 9 10 11
1. Menerima surat pembentukan Xab/Xota

Peduli HAM, mengagendakan,
menyelipkan lembar disposisi dan
menyampaikan kepada Xepala Biro

tembar disposisi dan Surat
pembentukan Kab/Kote peduli HAM

5 menrt Lembar disposisi den Surat
p€mbentukan Kab/Xota peduli

HAM

2. Oisposasr Karo ke Kabag

tr
Lembar disposisi dan Surat
pembentukan Kab/Kota peduli HAM

5 menrt lembar disposisi dan Surat
pembentukan Kab/Xota peduli
HAM

3. Djsposisi KabaS ke l(asubag

* -t
Lembar disposisi dan Suret
pembentukan Kab/Xota peduli HAM

lO menit lembar disposasi dan Surat
p€mbentukan Kab/xota p€duli

HAM

4. Disposisi Xasubag ke Pelaksana n Lembar disposisr dan Surat
pembentukan Kab/Kota peduli HAM

15 menit Lembar dasposisi dan Surat
pembentukan xab/l(ota peduli

5. Menyiapkan surat pemberitahuan ke

Kab/(ota

I

Lembar disposisi dan Surat
pembentukan Kab/xota peduii HAM

20 menrt Draft Surat pembentukan

Xab/Xota peduliHAM

6. MenSoreksi surat pemberitahuan ke
Kab/Kota + Draft Surat pembentukan KablKota

peduliHAM
30 menit Konsep Surat pembentukan

Xab/Kota peduli HAM

7. MenSoreksi surat pemberitehuan ke
Xab/Kota

I + Tidak
Xonsep Surat pembentukan Xab/Kota
peduli HAM

15 menit Konsep Surat pembentukan

Kab/Xota peduli HAM

8. Mengoreksi surat p€mberitahuan ke
Kab/(ota + Konsep Surat p€mbentukan Xab/Kot6

peduliHAM
10 menit Surat pembentukan Kab/Xota

peduli HAM

9. Men8gandakan, mengirim dan
mengarsipkan surat Pembentukan
Kab/kota Peduli HAM @ Surat pembentukan Xab/kota peduli 180 Menit Surat pembentukan Kab/Xota

peduli HAM

I

I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO HUKUM
BAGIAN BANTUAN HUKUM

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh

L*

NrP.'19670828 199510 1 001

Kepala Biro

Judul SOP Pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat di
Kabupaten/Kota

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

1 . Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Undang-Undang Nomor 12Tahun2Oll tentang Pembentukan peraturan perundang-Undangan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya.
4. Peraturan Presiden NomorSl Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun

2015 tentang RANHAM 2015-2019.
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 lentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
8. Peraturan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Nomor 2 4 fahun 2017 tentang Pedoman materi

muatan Hak Asasi Manusia dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang petunjuk Teknis

Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerinlah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasa
Birokrasr Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap ll Tanun 2O1A-2022.

Pendidikan minimal 51 Hukum

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :

SOP Pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia
SOP Harmonisasi Peraturan Daerah

1. 1. ATK,
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila pelaksanaan pelayanan komunikasi masyarakat di Kabupaten/Kota tidak dilaksanakan, maka
akan berdampak pada tidak tercapainya kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan
Pelaksana Kasubag HAM

Kabag Bantuan

Hukum
Karo Hukum Kelengkapan Output

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Menyusun TOR Kegiatan, Surat Pelayanan

Komunikasi Masyarakat
Draft TOR, Jadwal, Surat 20 menit Draft TOR, Jadwal,

Surat Yankomas di

Kab/KotaMulai F
2. Mengoreksi TOR Kegiatan, Surat rapat

PelaVanan Komunikasi Masvarakat YA

Draft TOR,.Jadwal, Surat

Yankomas di Kab/Kota

10 menit Konsep TOR, Jadwal,

Surat Yankomas di

Kab/Kota

3. Mengoreksi TOR Kegiatan, Surat

rapatPelayanan Komunikasi Masyarakat YA
Konsep TOR, Jadwal,

Surat Yankomas di

Kab/Kota

Konsep TOR, Jadwal,

Surat Yankomas di

Kab/KotaTidak Y';*
4. Mengoreksi TOR KeBiatan, Surat Rapat

Pelayanan Komunikasi Masyarakat + Konsep TOR, Jadwal,

Surat Yankomas di

Kab/Kota

15 menit TOR, Jadwal, Surat

Yankomas di Kab/Kota

5. Manrdrn.l.La. h6^diri6 na6 m66d5..i6t-6 ---J
Ya

TOR, Jadwal, Surat

Yankomas di Kab/Kota

60 Menit TOR, Jadwal, Surat

Yankomas di Kab/Kotasurat Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat

I

I

I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO HUKUM
BAGIAN BANTUAN HUKUM

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh

I

NtP. 19670828 1995101 001

Kepala Biro

Judul SOP Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

1.

4.

b.

7.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 1 I Tahun 2005 tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya.
Undang-Undang Nomor'12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 201 1 tentang Hak Penyandang Disabilitas.
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun
2015 tentang RANHAIVI 2015-2019.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Peneraoan Standar Ooerasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 4 f ahun 2017 tentang pedoman materi
muatan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemefintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap ll Tahun 2O1B-2O22.

8.

9.

10

Pendidikan minimal S1 Hukum

Keterkaitan Peralatan/perlenqkapan :

1. SOP SOP Pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat di Kabupaten/Kota
SOP Harmonisasi Peraturan Daerah

1. ATK.
2. Komputer.

3. Printer.
Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila pelaporan Hak Asasi Manusia tidak dilaksanakan, maka akan berdampak pada tidak tercapainya
Pemenuhan, Perlindungan, Penghormatan, Pemajuan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia (p5 HAM)
bagi masyarakat.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual



Tahap Xegiatan

Mutu Baku

Keterangan
Subag Tata Usaha Kepala Eiro Hukum

Kaba8 Bantuan
Xasubag HAM Pejabat Pelaksana Kelengkapan O!tput

1 2 3 5 6 1 8 9 10 11
1. Menerima suret pelaksanaan Aksi

HAM, mengagendakan, menyelipkan
lembar disposisi dan menyampaikan
kepada Kepala Biro

Lembar disposisi dan Surat
pelaksanaan aksi HAM

10 menit tembar disposisr dan Surat
pelaksanaan aksi HAM

2. Mendisposlsi surat pelaksanaan Aksi
HAM kepada Xabag untuk
ditlndaklanjuti lr-

Lemba. di5posisi dan Surat
pelaksenaan aksi HAM

10 menit tembar disposisi dan Surat
pelaksanaan aksiHAM

3. Mendisposisi surat pelaksanaan Aksi
HAM kepada Kasubag untuk
mempersiapkan rapat Aksi HAM

.t.

-

[embar disposisi den Surat
pelaksanaan aksi HAIM

10 men't tembar disposisi dan Surat
pelaksanaan aksiHAM

Mendisposisi surat pelaksanaan Aksi
HAM kepada pejabat pelaksana untuk
menyiapkan administrasi rapat Aksi

J--tr-
lembar disposisi dan Surat
pelaksaman aksi HAM

10 menat Lembar disposisi dan Surat
pelaksanaan aksaHAM

5. Menyiapkan administrasi rapat
pelaksanaan aksi HAM dan melaporkan
kepada (asubag

-

Lembar disposisi dan Surat
pelaksanaan aksi HAM

450 menit TOR, surat UndanSan, Format
F8K dan data Pendukung

6. Pelaksanaan Rapat Aksi HAM

=n; 1

=----l---r--
TOR, surat Undangan, Format F8K dan
data PendukunS

120 menit oraft Hesil Rapat

L Melakukan Verifikasi draft pelaporan
sksi HAM

-

Draft Hasll Rapat 30 menit Konsep laporan aksi HAM

8. Melakukan Verifikesi drafl pelaporan
aksi HAIM, Apabila disetujui dalanjutkan
untuk mernbuet laporan dan
menindaklanjuti. Apabla tidak setuju
dikembalikan kepada pejabat
p€laksana untuk dilenglapi d.n
dip€rbaiki.

Tidak

Konsep laporan aksi HAM 20 menit Hasil Verifikasi [aporan Aksi

9. Mengirim Hasil Verifikasi LaporanAksi
HAM I seresa' 

I

HasilVerifikasi Laporan Aksi HAM 10 menit Laporan Aksi HAM

I

I

I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO HUKUM
BAGIAN BANTUAN HUKUM

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh

/{ Setda Provinsi N)sr/enlga? rinur.

Alexonrtulnba. SH, M.Hum
NtP. 19670828 1995101 001

Judul SOP Harmonisasi Peraturan Daerah

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

1. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-
Undangan.
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya.
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Relormasi Birokrasi 2010-
2025.
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan peraturan presiden Nomor 7b
Tahun 2015 tentang MNHAM 2015-2019.
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk
Hukum Daerah.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi pemerintahan.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24Tahun 2017 tentang pedoman
maten muatan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan perundang-undangan.

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional prosedur Administrasi pemerintahan di
Lingkunoan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap U fanun 2OjA-ZO2Z.

3.
4.

6.

7.

9.

10.

Pendidikan minimal Sl

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia
2. SOP Pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat

1. ATK,
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila Harmonisasi Peraturan Daerah tidak djlakukan, maka akan berdampak pada tidak
tercapainya Pemenuhan, Perlindungan, Penghormatan, pemajuan dan penegakkan Hak Asasi
Manusia (P5 HAM) bagi masyarakat.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual



Tahap (egiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranSanPelaksana KasubaS HAM
Xaba8 Santuan

Hukum
Kepala Bifo Hukum Kelengkapan Output

I 2 l 4 5 6 7 8 9 10
l. Mernilah Perda yanS akan diharmonisasi dan

menyiapkanadministrasi suratmenyurat @ I

Rekapan Perda 10 rnenit Rekapan Perda, TOR, Surat Permintaan
Narasumber

2. Mengoreksi Perdayangakandiharmonisasi dan
admrnistrasi surat menyurat, Apabila setuju
memaraf dan meneruskan keoada Kabee. ,oebila

Rekapan Perda, TOR, Surat
Permintaan Narasumber

10 menit Perda, TOR, Surat P€rmintaan

tidak setuju dikembelikan kepada pelaksena untuk
dip€rbaiki.

Tidak

3. Mengoreksi perda yanS akan diharmonisasidan
admrnistrasi suaat menyurat. Apebila setuju

Tidal

Perda, TOR, Surat Permintaan
Nar.sumber

l0 menit Perda, TOR, Surat Permintaan
Narasumber

memaraf dan meneruskan kepada Kepala Birc,,

apabila tidak setuju djkembalikan kepada l(asubaS
untuk diperbaiki.

Mentoreksi Perda yang akan diharmonisasi dan
administrasi surat menyurat. Apabila setuju

Perda, TO& Surat Permintaan
Narasumber

10 menit Perda, TOR, Surat Pe.mintaan
Narasumber

menandatanSena dan meneruskan kepada pelaksana

untuk ditindaklanjuti, apabila tidak setuju
dikembaliken keDada kabae 'ht,'L .linerh:iLi

5. Meneirim Bahan KelenSkapan Harmonisasi Perda
untuk dikaji

Perda, TOR, Surat Perlnintaen
Narasumb€r

15 menit Perda, TOR, Surat Permintaan
Narasumber

6. Menyiapkan bahan Rapat Harmonisasi Perda r*r---'l----

Hasil Kajian Perda, L,ndangan, Dattar
Hadir

450 Menit Hasil Xajian Perda, Undangan, Daftar
Hadir

7. Melaksanakan RaDat Harmonisasi Peada

-t
Hasil Kajian Perda, Undangan, Daftar 120 menit Draft Harmonisasi PerdarI I ---fl
Hadrr

8. Membuat taporan Hasil Harmonisasi Perda r-L?
Draft Harmonisasi Perda 50 menit Konsep laporan Harmonisasj Perda

9. Men8oreksi [aporan Hasil Harmonisasi Perda,
Apabila setuju memafefdan men€ruskan kepada
kab6& apabila tidak s€tuju dikembalikan kepade
Pelaksana untuk dipe.baiki.

L-
Tidak

Konsep laporan Harmonisasi Perda 10 menit Konsep laporan Harmonisasi Perda

10. MenSoreksi taporan Hasil Harmonisesi Perda.
Apabila setulu memaraf dan meneruskan kepada
Kepala 8iro, apabila tidak setuju dikembalikan
kepada Kasubag untuk dip€rbaiki.

I
I

lYa
I
L

Konsep laporan Harmonisasi Perda Konsep laporan Harmonisasi Perda

Tidak

I

f

It-

I

I



Tahap (e8latan

Mutu gaku

KeteranganPelaksana (asLrbag HAM
Xabag gantuan

Hukum
Gpala Biro Hukum Kelengkapan Output

11. Mengoreksj Liporan Hasrl Harmonjsasi perda.

Apabila setuju menandatangani dan meneruskan
kepada pelaksana u.ltuk ditindaklanjuti, apabita tidak
setuju dikembalikan kepada Kabag untuk diperbaiki.

E

,,0",. I

n-t

\
I

Konsep laporan Harmooisasi Perda 10 menit Laporan Hasil Ha.monisasi Perda

12. Mengi.im Laporan Hasil Harmonisasi perda
Laporan Hasil Harmonisasi Perda 10 menit Laporan Hasil Harmonisasi Perda.--,q

I selesai 
I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO HUKUM
BAGIAN BANTUAN HUKUM

NomorSOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektll
Disahkan oleh

AlexodLumba, SE II!.Hqn!
NtP. 19670828 1995101 001

Judul SOP Penvuluhan Hukum Elektronik

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan

Perubahannya.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010-2025.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Timur.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road

Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap ll

Tahun 2018-2Q22.

4.

5.

o.

'1 . Pendidikan minimal S1

Keterkaitan Peralatan/perlengkaPan :

1. ATK.
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan Pencatatan dan pendataan :

ApabilaSOP ini tfuak dipatuhi dan dilaksanakan secara baik maka akan berdampak
pada tidak tercapainya kesadaran hukum masyarakat.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

k Setda Provinsi Nusa T



No. Tahap Kegiatan
Pelaksana Mutu Eaku

(eterangan
Pelaksana

Kasubag

Penyuluhan

Kabag Bantuan

Hukum

Kepala Biro
Huku m

Kelengkapan Waktu Output

I 2 3 4 5 6 7 9 10
L. Membuat Konsep Surat Pemberitahuan tentang

penyuluhan hukum dan menyampaikan kepada
Kasubag. P -__l

I

TOR, Surat undangan,

lembar disposisi 60 menit

Disposisi, TOR, surat
unoangan

2. Mengoreksi surat pemberitahuan. Apabila setuju
mpmrrefden man.r"<Lr^ Lan..l. Y'h'd .^'hil. ri.l.l, L

Tidak

YA Disposisi, TOR, surat
undangan

90 menit Disposisi, TOR, surat
undangan

setuju dikembalikan kepada Pelaksana untuk
diperbaiki.

3. Mengoreksi surat pemberitahuan. Apabila setuju
memaraf dan meneruskan kepada Kepala Biro, apabila
tidak setuju dikembalikan kepada Kasubag untuk
q ipg!'baiki.

Tidak

Disposisi, TOR, surat
undangan

120 menit Disposisi, TOR, surat
undangan

Mengoreksi surat pemberitahuan. Apabila setuju
memaraf dan meneruskan keDada pelaksana untuk
ditindaklanjuti, apabila tidak setuju dikembalikan
kepada Kabag untuk diperbaiki.

L-
Tida

Disposisi, TOR, surat
unoangan

120 menit Konsep surat
pemberitahuan
penyuluhan hukum

5, Mendistribusi surat yang telah diparaf untuk di
tandatangani. @ Konsep surat

pemberitahuan
penyuluhan hukum

15 menit Surat
pemberitahuan

Penyuluhan hukum

_-l



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO HUKUM
BAGIAN BANTUAN HUKUM

NOMOI SOP
Ianoqal Pembuatan
Ianggal Revisi
Tanggal Efektif
ursahKan oleh Kepala Biro Hukum

NIP 19670828 1995101 001
Judul SOP Penvuluhan Hukum

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomof 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Perubahannya.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemlinaan dan
Pengawasan Peny6l6nggaraan Pemerintah Dserah.
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformas
Birokrasi 2010-2025.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 20'17 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
i,ilap Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap
Tahun 2018-2022.

2.

4.

5.

6.

1. Pendidikan minimal Sl Hukum

Keterkaitan Peralatan/perlenqkapan :

L SOP Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi 1. ATK.
2. Komputer.
3. Printer.

Perinqatan Pencatatan dan pendataan :

ADabila SOP initidak diDatuhi dan dilaksanakan secara baik maka akan berdampak
pada tidak tercapainya kesadaran hukum masyarakat.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan
Pelaksana

Kasubag

Penyuluhan

Kabag Bantuan

Hukum

Kepala Biro

Hukum
Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Membuat Konsep Surat Pemberitahuan tentang

penyuluhan hukum dan menyampaikan kepada
Kasubag.

tffik-T- TidakI
TOR, Surat undangan,

lembar disposisi 60 menit

Disposisi, TOR, surat

undangan

2. Mengoreksi surat pemberitahuan. Apabila setuju
memaraf dan meneruskan kepada Kabag, apabila
tidak setuju dikembalikan kepada pelaksana untuk
diperbaiki.

Y.l
Ya Disposisi, TOR, surat

undangan

90 menit Disposisi, TOR, surat

undangan

3. Mengoreksi surat pemberitahuan. Apabila setuju
memaraf dan meneruskan kepada Kepala Biro,
apabila tidak s€tuju dikembalikan kepada Kasubag
untuk dioerbaiki.

| ,oaK 

I

YA Disposisi, TOR, surat
undanBan

120 menit Disposisi, TOR, surat
undangan

Mengoreksi surat pemberitahuan. Apabila setuju
memaraf dan meneruskan kepada pelaksana untuk
ditindaklanjuti, apabila tidak setuju dikembalikan

tgpada Kabag untuk diperbaiki.

ridak 
I

Disposisi, TOR, surat
undangan

120 menit Konsep surat
pemberitahuan
penyuluhan hukum

5. Mendistribusi surat yang telah diparaf untuk di
tandatangani. t@.

Konsep surat
pemberitahuan
penyuluhan hukum

15 menit surat pemberitahuan
penyuluhan hukum



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO HUKUM
BAGIAN BANTUAN HUKUM

Nomor SOP
Tanogal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanqoal Efektif
Disahkan oleh

NrP. 19670828 199510 1 001

Kepala Biro

Judul SOP Pembinaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

1. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2O1O-2O25.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional pencegahan Korupsi.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap ll Tahun 2Q18-2O22_

3.

4.

5.

6.

7.

Pendidikan minimal 51 Hukum

Keterkaitan Peralatan/perlenqkapan :

SOP Surat Keluar ,1. ATK.
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila pembinaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di tingkat provinsi dan
Kabupaten/Kota tidak dilakukan, maka akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan pemerlntah
untuk mencegah dan memberantas korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

( Setda Provinsi NysgJen/Sara'finur,



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKabag Bantuan
Hukum

Kepala Sub
Bagian Hak

Asasi Manusia
Pelaksana

Kepala Biro
Hukum

Kelengkapan Waktu Output

4 5 D 7 I 9 10
'l Memerintahkan pelaksana untuk menyusun konsep

TOR Rencana Kegiatan Aksi pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi dan Surat Pemberitahuan ke
Perangkat Da€rah terkail serta Bupati/Walikota.

@D-
Agenda Kerja dan
Disposisi

15 menit Disposisi

2. Menyusun konsep TOR Rencana Kegialan Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Surat
Pemberitahuan ke Perangkat Daerah terkait serta
Bupati/Walikola dan menyerahkan kepada Kasubag.

Disposisi, Konsep
TOR Rencana
Kegiatan dan Konsep
Surat Pemberitahuan

1 jam Konsep TOR
Rencana Kegiatan
dan Konsep Sural
Pemberitahuan

3. Memeriksa konsep TOR dan Surat Pemberilahuan, jika
setuju menyampaikan kepada Kabag. Jika tidak setuju
mengembalikan kepada Pelaksana untuk diperbaiki.

Tidak Konsep TOR Rencana
Kegiatan dan Konsep
Surat Pemberitahuan

30 menit Konsep TOR
Rencana Kegialan
dan Konsep Surat
Pemberilahuan

Memeriksa konsep TOR dan Surat Pemberitahuan, jika
setuju menyampaikan kepada kepala Biro Hukum. Jika
tidak setuju mengembalikan kepada Kasubag untuk
diperbaiki.

Tidak
Konsep TOR Rencana
Kegiatan dan Konsep
Surat Pemberilahuan

20 menit Konsep ToR
Rencana Kegiatan
dan Konsep Sural
Pemberitahuan

5. Memeriksa konsep TOR dan Surat pemberitahuan, 
.jika

setuju menandatangani dan menyerahkan kepada
Kabag. Jika tidak s€tuju mengembalikan kepada Kabag
untuk diperbaiki.

Konsep TOR Rencana
Kegiatan dan Konsep
Surat Pemberitahuan

10 menit TOR Rencana
Kegiatan dan Surat
Pemberitahuan

6. Menyerahkan TOR dan Surat Psmberitahuan keoada
Kasubag untuk ditindaklanjuti. tf-

TOR Rencana
Kegiatan dan Surat
Pemberitahuan

10 menit ToR Rencana
Kegialan dan Sural
Pemberitahuan

7. Menyefahkan TOR dan Surat pemberitahuan kepada
pelaksana untuk dilindaklanjuti.

_*_IF TOR Rencana
Kegiatan dan surat
Pemberitahuan

10 menit TOR Rencana
Kegialan dan Sural
Pemberitahuan

8. Menggandakan, mendistribusikan dan
mendokumentasikan TOR dan Surat pemberilahuan. ll--

$

TOR Rencana
Kegiatan dan sural
Pemberitahuan

1 lam TOR Rencana
Kegialan dan Surat
Pemberitahuan

I

I



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Kabag Bantuan
Hukum

WaKu

9. Pelakssnaan kegiatan Pembinaan Aksi Pencegahan
dan Pembe€nlesan Korupsi di Tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Koia

?.

=_.,
---1_I

Materi Kegiatan t hari lvlateri Kegietan

10. Menyusun laporan hasil kegiatan __*_.
I selesai I

ToR Rencana
Kegiatan dan Materi
Ke9iatan

3 jam Laporan hasil
kegiatan

4,

KeteranganKepala Sub
Bagian Hak

Asasi Manusia
Pelaksana

Kepala Biro
Hukum

Kelengkapan Output

4 5 6 7 8 I 10

I 
cuaenruun NU;A TENGGARA tMU+

u?
/ 
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